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    P   U   T   U   S   A   N

NOMOR :  102/G/2010 /PTUN- BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa  yang  

bers i dang  d i  gedung  yang  te lah  dised iakan  untuk  i t u  di  

Ja lan  Diponegoro  No.  34  Bandung,  te lah  menja tuhkan  Putusan  

dalam  perkara  anta ra  

1 Nama : R.  HIKMAT NATAWIGENA

Kewarganegaraa

n

: Indones ia

Tempat  Tingga l : Gang  Ti l i l  I I  No.  327  RT.003/RW.001  

Kelu rahan  Sukaluyu  Kec.  Cibeuny ing  

Kale r  Kota  Bandung 

Peker j aan : Karyawan Swasta  

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  Kuasa  Hukumnya 

bernama ; - - - - - - - - -

1. SARMADI ,SH,M.A

2. SONNY LUNARDI,SH

3. TORY SUNGKOWO,SH dan

4. BOBI  SALADIN,SH

Kesemuanya  Berkewarganegara  Indones ia  

Peker j aan  Advokat  Pada  Kanto r  Hukum  GS & 

PARTNERS yang  bera lamat  di  Ja lan  Rajawal i  

Timur  No.  110  Bandung,  Berdasarkan  Sura t  

Kuasa Khusus  Ter tangga l  7 Oktober  2010 

Selanju tnya  di  sebut  sebagai  

Penggugat   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

M E L A W A N

Halaman 1 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor  :  102/ G/2010/PTUN- BDG.
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KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG Ber tempat  kedudukan  

di  Ja lan  SOEKARNO  HATTA  NO.  586 

BANDUNG ; - - - - - - - - - - - -   Dalam hal  in i  d iwak i l i  

o leh  Kuasanya  Bernama :  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. ISPRIYADI  NURHANTARA ,SH  :  Kepala  Seks i  

Sengketa           Konf l i k  dan  Perkara  

pada  Kantor  Per tanahan  Kota  

Bandung  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. METY RATNA KANDIAN,SH :  Kepala  Sub  Seks i  

Perkara  Per tanahan  pada  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Bandung ; - - - - -

3. IYEP SOFYAN ,SH  :  Sta f  Sub Seks i  Perkara  

Per tanahan  pada  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Bandung ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ULOH SAEFULLOH,SH  :  Sta f  Seks i  Perkara  

Per tanahan  pada  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Bandung ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. DANNY HERSUBIANTO,SH  :  Sta f  Sub  Seks i  

Perkara  Per tanahan  pada  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Bandung ; - - - - -

6. HIDAYAT  :  Sta f  Sub  Seks i  Perkara  

Per tanahan  pada  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Bandung ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. IKA  KARTIKA ,SH  :  Sta f  Sub Seks i  Perkara  

Per tanahan  pada  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Bandung  ; - - - - - - - - - - - - - -  Ketu juhnya  

berkewarganegaraan  Indones ia ,Peker j aan  

Pegawai  Neger i  Sip i l  dan  memi l i h  alamat  

pada Kanto r  Per tanahan  Kota  Bandung  Ja lan  

Soekarno  Hat ta  No.  586  Bandung ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  

10/14 .32 .73 /1 / 2011Ter t angga l  6  - 1-

2011; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Selanju tnya  disebut  sebagai     T  ergugat   

;   - - - - - - - - - - - - - - - -  - - -  

NY. INTAN ZAHRAH, Kewarganegaraan  Indones ia ,  Tempat  Tingga l  

Komplek  Megabra ta  No.  167  Margasar i  Buah 

Batu  – Bandung  Peker j aan  Ibu  Rumah Tangga  

Dalam   ha l  in i  d i  kuasakan  oleh  anak  

kandungnya  bernama  DIANA,SE 

Kewarganegaraan  Indones ia    Tempat  

Tingga l  Ja lan  Pualam  Komplek  PLN No.  5 

RT.02/RW.01  Kelurahan  Ci jag ra  Kecamatan  

Lengkong  Kota  Bandung  Peker jaan  Ibu  Rumah 

Tangga  berdasarkan  Sura t  I j i n  Kuasa  

Ins iden t i l  yang  dike lua r kan  oleh  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  

Nomor  :  02/SK/2011 /PTUN- BDG Ter tangga l  8 

Februar i  

2011   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      Selanju tnya  di  sebut  sebagai  Tergugat  

I I  In te rvens i  ; -

Pengadi lan  Tata  Usaha Negara  Bandung tersebut  :

-- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Bandung  Nomor  :  102 

/Pen.MH/2010/PTUN- BDG tangga l  28  Desember  2010 

Halaman 3 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor  :  102/ G/2010/PTUN- BDG.

Disclaimer
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ten tang  Penunjukkan  Maje l i s  Hakim yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim Nomor  

:  102/Pen.PP/2010 /PTUN- BDG tangga l   30  Desember 

- 2010   ten tang  Har i  dan  Tangga l  Pemer iksaan  

Pers iapan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

-- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Nomor:  102/Pen.HS/2010 /PTUN- BDG tangga l   13 

Januar i  2011  ten tang  Har i  dan Tangga l  Pers idangan  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- Telah  membaca  Permohonan  dar i  Pemohon  Pihak  

Ket iga  ( In t e r ven ien t )  ya i t u ,  te r t angga l   27 

Januar i  2011  sebaga i  Pihak  Ket iga  untuk  masuk  

sebaga i  Pihak  In te r vens i  da lam  sengketa  

aquo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

-- Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor:102/G-

In tv /2010 /PTUN- BDG, tangga l  10  Februar i  2011  ,  

ten tang  Masuknya  Pihak  Ket iga  sebaga i  Tergugat  I I  

In te r vens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- Telah  di l akukan  Pemer iksaan  Setempat  pada  tangga l  

28 -  Maret  - 2011 ; - - - - - -

-- Telah  membaca  ala t  bukt i  sura t  dar i  Para  

Pihak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-     Telah  membaca  dan  mempela ja r i  berkas  perkara  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

A. Dasar  Gugatan.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Obyek Gugatan adalah  Keputusan Tata  Usaha Negara .

1. Bahwa  yang  menjad i  

Objek  Gugatan  aquo 

ada lah  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  (  KTUN) 

yang  dike lua rkan  o leh  

TERGUGAT  se laku  

Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara ,  ya i t u  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

No.  6353/Ke lu rahan  

Margasar i ,  yang  

di te rb i t k an  pada 

tangga l  14  Maret  

2005,  Gambar  Si tuas i  

No.  1482/1980 ,  

tangga l  11  Maret  

1980,  luas  tanah  150 

M2  (se ra tus  l ima  

puluh  meter  perseg i )  

atas  nama  Ny.  In tan  

Zahrah ,  te r l e t a k  di  

Blok  Rancahaur ,  

Kelu rahan  Margasar i ,  

Kecamatan  Margac in ta ,  

Kotamadya  Bandung,  

Prop ins i  Jawa  Bara t  

(un tuk  se lan ju t nya  

disebu t  “KTUN  Obyek  

Gugatan” ) ;

  

2. Bahwa  KTUN  Obyek 

Gugatan  aquo  yang  

dike lua rkan  oleh  

Halaman 5 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor  :  102/ G/2010/PTUN- BDG.
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TERGUGAT  te rsebu t  d i  

atas  te lah  memenuhi  

keten tuan  Pasa l  1 

angka  8 Undamg- Undang 

No.  51 Tahun 2009  Jo.  

Pasal  1  angka  2 

Undang- Undang  No.  5 

Tahun 1986  Jo.  Undang 

–  Undang  No.  9  Tahun 

2004  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ,  ya i t u  

TERGUGAT ada lah  Badan 

atau  Pejaba t  yang  

melaksanakan  urusan  

pemer in tahan  

berdasarkan  pera tu ran  

perundang  –  undangan  

yang  ber laku ;   

3.  Bahwa  KTUN  Obyek  

Gugatan  aquo  yang  

dike lua rkan  oleh  

Tergugat  te rsebu t  

d ia tas  ada lah  

Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  yang  bers i fa t  

konkret ,  indiv idua l  

dan f ina l  sebagaimana 

dimaksud  dalam  Pasal  

1  angka  9  Undang-

Undang  No.  51  Tahun 

2009  Jo.  Pasa l  1 

angka  3  Undang  – 

Undang  No.  5  Tahun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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1986  Jo.  Undang-

Undang  No.  9  Tahun 

2004  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ;

4. Bahwa   berdasarkan  

ura ian   te rsebu t   d i  

atas ,  maka KTUN Obyek 

Gugatan  aquo  te rmasuk  

dalam  penger t i an  

dan/a tau  te l ah  

memenuhi  kua l i f i k a s i  

sebaga i  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dimaksud  

dalam Pasal  1 angka 9 

Undang- Undang  No.  51 

Tahun 2009  Jo.  Pasa l  

1  angka  3  Undang  – 

Undang  No.  5  Tahun 

1986  Jo.  Undang-

Undang  No.  9  Tahun 

2004  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara .

Gugatan  dia jukan  masih  dalam  tenggang  waktu  sebagaimana 

dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  55  Undang- Undang  No.  5 

Tahun 1986  Jo.  Undang- Undang No.  9 Tahun 2004 Jo.  Undang-

Undang  No.  51  Tahun  2009  tentang  Peradi lan  Tata  Usaha 

Negara.

 

1) Bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  
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permohonan  pembata lan  KTUN  Obyek  

Gugatan  aquo  kepada  Tergugat  mela lu i  

Sura t  No.  157/Per /GS  & P/VI /Bdg- 2010,  

te r t angga l  28  Jun i  2010,  per iha l  :  

Permohonan  Pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  6353/Ke lu rahan  Margasar i ,  

te r t angga l  10  Mei  2002,  Gambar  Si tuas i  

No.  1482/1980 ,  tangga l  11  Maret  1980,  

luas  150  M2,  atas  nama  Ny.  In tan  

Zahrah ,  karena  te l ah  di te r b i t k an  dia tas  

tanah  mi l i k  Penggugat  yang  te l ah  

berser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  134/Desa  

Margasar i ,  yang  di te rb i t k an  pada  

tangga l  4 Ju l i  1980,  Gambar  Si tuas i  No.  

1558/1979 ,  luas  tanah  328  M2  ( t i ga  

ra tus  dua  pu luh  delapan  meter  perseg i )  

atas  nama Ny.  Saadah  ( Ibu  Penggugat ) ,  

yang  te r l e t a k  d i  Ja lan /Pers i l  Blok  

Rancahaur ,  Desa  Margasar i ,  Kecamatan  

Buahbatu ,  Kabupaten  Bandung.  Sura t  

te l ah  dik i r im  dan  di te r ima  oleh  

Tergugat  pada  tangga l  29  Jun i  2010,  

namun sampai  dengan  tangga l  29  Oktober  

2010  Tergugat  sama seka l i  t i dak  pernah  

menjawab  maupun  menanggap i  Sura t  

Penggugat ,  ha l  mana  membukt i kan  bahwa 

Tergugat  te l ah  menolak  permohonan  

Penggugat ;

2) Bahwa  perbua tan  Tergugat  memenuhi  

keten tuan  Pasal  3  ayat  (3 )  jo .  

Penje lasan  Pasal  55  Undang- Undang No.  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  9 

Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  No.  51  

Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ,  yang  menyatakan  bahwa :

 “  Dalam  hal  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  

bersangku tan  t i dak  

menentukan  jangka  waktu  

sebaga imana  dimaksud  da lam  

ayat  (2 ) ,  maka  sete lah  

lewat  jangka  waktu  empat  

bulan  se jak  di te r imanya  

permohonan,  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

yang  bersangku tan  d ianggap  

te l ah  mengeluarkan  

keputusan  peno lakan  

 “  Dalam  hal  yang  hendak  

diguga t  i t u  merupakan  

keputusan  menuru t  keten tuan  

Pasal  3  ayat  (3 ) ,  maka  

tenggang  waktu  sembi lan  

puluh  har i  i tu  dih i tung  

sete lah  lewatnya  batas  

waktu  empat  bulan  yang  

dih i tung  sejak  tanggal  

di te r imanya  permohonan yang  

bersangkutan  “  ;

3) Bahwa  fak ta  hukum  mengatakan  se jak  

di te r imanya  Sura t  Permohonan  dar i  

Penggugat ,  Per iha l  Permohonan  

Pembata lan  KTUN Obyek  Gugatan  aquo  oleh  

Tergugat  pada  tangga l  29  Jun i  2009  

sampai  dengan  jangka  waktu  4  (empat )  

bu lan  ya i t u  pada  tangga l  29  Oktober  

2010,  Tergugat  sama seka l i  t i dak  pernah  

menanggap i  atau  menjawab  sura t  

Halaman 9 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor  :  102/ G/2010/PTUN- BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Penggugat  te rsebu t ,  dengan  demik ian  

sesua i  keten tuan  Pasa l  3  ayat  (3 )  jo .  

Penje lasan  Pasal  55  Undang- Undang No.  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  9 

Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  No.  51  

Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ,  maka  Tergugat  d ianggap  te l ah  

mengeluarkan  keputusan  peno lakan  

te rhadap  permohonan  Penggugat  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) Bahwa  berdasarkan  peno lakan  Tergugat  

te rsebu t  d i  atas ,  maka te rh i t ung  mula i  

tangga l  30  Oktober  2010  sampai  dengan  

29  Januar i  2011  Penggugat  berhak  

mengajukan  gugatannya ,  karena  masih  

da lam  tenggang  waktu  90  (sembi l an  

puluh)  har i  ( Pasal  55  beserta  

Penje lasan  Undang- Undang  No.  5  Tahun 

1986  Jo.  Undang- Undang No.  9 Tahun 2004  

Jo.  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  Jo.  

Surat  Edaran  Mahkamah Agung No.  2 Tahun 

1991  ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  

Beberapa  Keten tuan  Dalam  Undang- Undang 

Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  bagian  V  angka  3,  

yang  menyatakan  bahwa “Bag i  mereka  yang  

t i dak  di tu j u  o leh  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  te tap i  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  maka  tenggang  

waktu  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasal  

55 dih i t ung  secara  kasu is t i s  se jak  saat  

ia  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dan  

mengetahu i  adanya  Keputusan  te rsebu t “ ;

5) Bahwa gugatan  aquo  dia jukan /d i da f t a r k an  

di  Kepani t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Bandung  oleh  Penggugat  pada  

tangga l  22  Desember  2010.  Oleh  

karenanya  Gugatan  aquo  adalah  sah  untuk  

dipe r i k sa  dan  dipu tus  oleh  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Bandung,  karena  

masih  be lum melewat i  tenggang  waktu  90 

(sembi l an  puluh)  har i ,  se jak  peno lakan  

permohonan   pembata lan  KTUN  Obyek  

Gugatan  aquo  yang  di l akukan  oleh  

TERGUGAT  ,  sesua i  dengan  keten tuan  

Pasal  55  beserta  Penje lasan  Undang-

Undang  No.  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang  No.  9  Tahun  2004  Jo.  Undang-

Undang  No.  51  Tahun  2009  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jo.  Surat  

Edaran  Mahkamah Agung No.  2  Tahun 1991 

ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Beberapa  

Keten tuan  Dalam  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  bagian  V angka 3,

6) Bahwa  PENGGUGAT ada lah  Subyek  Hukum 

yang  kepent i ngannya  di rug i kan  ak iba t  

d ike lua rkannya  KTUN Obyek  Gugatan  aquo,  

sebaga imana  dimaksud  da lam  keten tuan  

Pasal  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  9 

Tahun  2004  Jo. .  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  51  

Tahun  2009  ten tang  Perad i l an   Tata  

Usaha Negara .  

Halaman 11 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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a) Bahwa  dengan  d ike lua r kannya  KTUN Obyek  Gugatan  

aquo  oleh  Tergugat ,  Penggugat  t i dak  dapat  

memanfaatkan   atau  mengelo la  tanah  mi l i knya  

se lama ber tahun– tahun ,  o leh  karena  sebag ian  besar  

te l ah  did i r i k an  bangunan  permanen  o leh  pemegang  

KTUN Obyek Gugatan  aquo;

b) Bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

Penggugat  sah  untuk   ber t i ndak  se laku  PENGGUGAT 

guna  mengajukan  Gugatan  kepada  TERGUGAT yang  

te l ah  mengeluarkan  KTUN Obyek  Gugatan  aquo,   yang  

membawa  ak iba t  hukum  merug ikan  kepent i ngan  

Penggugat ,  sesua i   dengan  asas  “  Poin t  d ’ i n t e r o t ,  

po in t  d ’ac t i on ”  atau  “   Yang  mempunya i  

kepent i ngan ,  yang  dapat  ber t i ndak  sebaga i  

Penggugat ” ,  ser ta  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  

53  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  Jo.  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang 

No.  51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an   Tata  Usaha 

Negara .  

 

B. Fakta- Fakta  Hukum.  

1) Bahwa  Penggugat  se laku  Pemegang 

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  134/Desa  

Margasar i ,  yang  di te rb i t k an  pada  

tangga l  4 Ju l i  1980,  Gambar  Si tuas i  No.  

1558/1979 ,  atas  nama Ny.  Saadah,  atas  

seb idang  tanah  se luas  328  M2  ( t i ga  

ra tus  dua pu luh  delapan  meter  perseg i ) ,  

berada  di  Ja lan /Pe rs i l  Blok  Rancahaur ,  

Desa  Margasar i ,  Kecamatan  Buahbatu ,  

Kabupaten  Bandung,  yang  d ipe ro l eh  

mela lu i  proses  jua l  –  be l i  anta ra   Ny.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Saadah  (A lm) ,   dengan  Ny  Id j oh  al  H.  

Rohimah,   berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  

No.  1369/PPAT/1978 ,  yang  dibua t  o leh  

dan  dihadapan  Pupu  Surad i re j a ,  PPAT di  

wi layah  Kecamatan  Buahbatu ,  d imana  

tanah  te rsebu t  sebe lumnya  merupakan  

tanah  Hak Mi l i k  mi l i k  Adat ,  Nomor  1229,  

yang  te r l e t a k  d i  Prop ins i  Jawa  Bara t ,  

Kabupaten  DT.  I I  Bandung  (sekarang  

Kota  Bandung) ,  Kecamatan  Buah  Batu ,  

Desa Margasas i ,  Pers i l  No.  36a.  S.  I I I ,  

Kohi r  No.  1229,  Blok  

Margasar i /Rancahaur ,  dengan   batas -

batas  sebaga i  ber i ku t  :

 Utara :   Rencana Ja lan

 Sela tan :   Oneng  

 Bara t :   Oneng

 Timur :   Gs 1557/1979             

2) Bahwa  Akta  Jua l  –  Bel i  sebaga imana  

dimaksud  pada  but i r  1  d ia tas  te lah  

dida f t a r kan  oleh  Ny.  Saadah  ( Ibu  

Penggugat )  pada  Sub  Di rek to ra t  Agrar i a  

Daerah  Tingka t  I I  Kabupaten  Bandung,  

J l .  Dalem kaum No.  132,  te rbuk t i  dar i  

adanya  Sura t  Keterangan  No.  719 Sub Di t  

Agr /1978 ,  te r t angga l  14  Desember  1978,  

yang  menerangkan  bahwa  tanah  te rsebu t  

te l ah  dida f t a r kan  di  Sub  Di rek to ra t  

Agrar i a  Seks i  Pendaf ta ran  Tanah  Kab.  

Bandung  te rca ta t  Bp.  No.  3189/1978  

untuk  pembuatan  ser t i p i k a t ;

3) Bahwa  atas  pendaf t a r an  sebaga imana  

but i r  2  dia tas ,  kemudian  Kantor  Sub 

Halaman 13 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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Agrar i a  Kabupaten  Bandung  mengeluarkan  

dan member ikan  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  

134/Desa  Margasar i ,  yang  di te r b i t k an  

pada  tangga l  4  Ju l i  1980,  te r l e t a k  di  

Ja lan /Pers i l  Blok  Rancahaur ,  Desa 

Margasar i ,  Kecamatan  Buahbatu ,  

Kabupaten  Bandung,  Asa l  Pers i l  Konvers i  

pers i l  36.a  S.  I I I  Kohi r  No.  1229  seb,  

Gambar  Si tuas i  No.  1558/1979 ,  luas  

tanah  328  M2 ( t i ga  ra tus  dua  pu luh  

delapan  meter  perseg i ) ;

4) Bahwa kemudian  dike tahu i  d ia tas  bidang  

tanah  mi l i k  Penggugat  te rsebu t ,  te lah  

te rb i t  ser t i p i k a t  atas  nama orang  la i n ,  

ya i t u  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

6353/Ke lu rahan  Margasar i ,  tangga l  14 

Maret  2005,  Gambar  Si tuas i  No.  

1482/1980 ,  tangga l  11  Maret  1980,  luas  

150  M2  (se ra tus  l ima  pu luh  meter  

perseg i ) ,  yang  te r l e t a k  di  Blok  

Rancahaur ,  Kelu rahan  Margasar i ,  

Kecamatan  Margac in ta ,  Kotamadya  

Bandung,  Prop ins i  Jawa  Bara t ,  sebaga i  

penggant i  Ser t i p i k a t  Asal  M.  72/Desa  

Margasar i  (Kab.  Bandung)  ak iba t  

Pemekaran  Wi layah ,  berdasarkan  PP 

16/1987  tangga l  27- 07- 1987  Jo.  Sura t  

Keputusan  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  

Badan Per tanahan  Nasiona l  Nomor  10/1993  

tangga l  17- 06- 1993 ;  Bahkan  dia tas  

tanah  mi l i k  Penggugat  se luas  150  M2 

(se ra tus  l ima  pu luh  meter  perseg i )  

te l ah  berd i r i  sebuah  bangunan  rumah 

tanpa  se iz i n  Penggugat ;  -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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5) Bahwa  KTUN  Obyek  Gugatan  aquo  

sebe lumnya  te r t u l i s  atas  nama  Nyonya  

IKA  MINTARSIH,  yang  di t e rb i t k an  oleh  

Tergugat  pada  tangga l  10  Mei  2002,  

kemudian  bera l i h  mela lu i  Jua l - Bel i  

kepada  Doktoranda  Ny.  ANUNSIATA 

berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  No.  

121/2002 ,  tangga l  21  Mei  2002  yang  

dibua t  o leh  dan  d ihadapan  Leont i ne  

Anggasurya ,SH,  se laku  PPAT  dengan  

ser t i p i k a t  yang  di te rb i t k an  pada  

tangga l  30  Mei  2002  dan  te rakh i r  

bera l i h  kepada  Ny.  INTAN  ZAHRAH, 

berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  No.  

451/2004 ,  tangga l  8  November  2004  yang  

dibua t  o leh  dan  dihadapan  Drs .  Juher  

Zaid i r , SH ,  se laku  PPAT;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

6) Bahwa  dengan  te rb i t n ya  KTUN  Obyek  

Gugatan  aquo  d ia tas  tanah  mi l i k  

Penggugat ,  te rbuk t i  Tergugat  te l ah  

menerb i t kan  Ser t i p i k a t  Ganda,  ya i t u  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  134/Desa  

Margasar i ,  yang  di te rb i t k an  pada  

tangga l  4  Ju l i  1980  dan  KTUN Obyek  

Gugatan  aquo,  dengan  kata  la i n  Tergugat  

da lam  menerb i t kan  KTUN Obyek  Gugatan  

aquo  t i dak  sesua i  dengan  prosedur  

hukum,  melanggar  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  dan   melanggar  

Asas–Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik  

(AAUB),  mengak iba t kan  cacat  hukum,  

bata l  demi  hukum dengan  sega la  ak iba t  
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hukumnya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  sesua i  dengan  Pasa l  

53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  b 

Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka  a lasan  untuk  dapat  

d ia jukannya  Gugatan  in i  ada lah  karena  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  dalam  mengeluarkan  sura t  keputusan  dalam  bentuk  

Ser t i p i k a t  (KTUN  Obyek  Gugatan  aquo)  dia tas  te l ah  

melanggar  keten tuan  pera tu ran   perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan  ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik  (AAUPB),  sebaga imana  diu ra i kan  

sebaga i  ber i ku t  :  

KTUN Obyek  Gugatan  aquo  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundang  –undangan  yang  ber laku  anta ra  la i n  sebaga i  

ber i ku t :  

1. Pasal  19  ayat  (1 )  dan  (2 )  Undang  Undang  No.  5 

Tahun  1960  ten tang  Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  

Agrar i a ,  yang  menyatakan  bahwa “  Untuk  menjamin  

kepas t i an  hukum  oleh  Pemer in tah  diadakan  

pendaf t a ran  tanah  d i  se lu ruh  wi layah  Republ i k  

Indones ia  menuru t  keten tuan - keten tuan  yang  

dia tu r  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah ” ,  

“Pendaf t a r an  te rsebu t  da lam  ayat  (1 )  pasa l  in i  

mel ipu t i  :  a.  Pengukuran ,  perpe taan  dan  

pembukuan  tanah ;   b.  Pendaf ta ran  hak- hak  tanah  

dan  pera l i h an  hak- hak  te rsebu t ;   c .   Pember ian  

sura t - sura t  tanda  bukt i  hak ,  yang  ber laku  

sebaga i  a la t  pembukt i an  yang  kuat ” .

Dengan demik ian  di te rb i t k annya  KTUN Obyek Gugatan  aquo  
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oleh  Tergugat ,  mengak iba tkan  t i dak  adanya  kepas t i an  

hukum bag i  Penggugat ,  d ia tas  tanah  yang  sama  te lah  

te rb i t  2  (dua)  ser t i p i k a t ,  Penggugat  merasa  sangat  

d i rug i kan  dengan te rb i t n ya  KTUN Obyek Gugatan  aquo.    

2. Pasal  31  ayat  (1 ) ,  30  ayat  (1 )  dan  29  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah :   

Pasal  31  ayat  (1 )  menyatakan  bahwa  “  Ser t i f i k a t  

d i te rb i t k an  untuk  kepent i ngan  pemegang  hak  yang  

bersangku tan  sesua i  dengan  data  f i s i k  dan data  yur id i s  

yang  te l ah  dida f t a r  da lam  buku  tanah  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  30 ayat  (1 ) ;

Pasal  30 ayat  (1 )  menyatakan  bahwa  “  Atas  dasar  bukt i  

dan ber i t a  acara  pengesahan  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  29 ayat  (3 )  hak  atas  bidang  tanah  :  

a. yang  data  f i s i k  dan 

data  yur i d i s nya  

lengkap  dan t i dak  ada 

yang  disengke takan ,  

d i l akukan  

pembukuannya  dalam 

buku  tanah  menuru t  

keten tuan  Pasa l  29 

ayat  (1 ) ;

b. yang  data  f i s i k  atau  

data  yur i d i s nya  belum 

lengkap  di l akukan  

pembukuannya  dalam 

buku  tanah  dengan  

cata tan  mengenai  ha l -

ha l  yang  belum 

lengkap ;
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c. yang  data  f i s i k  dan 

atau  data  yur i d i s nya  

disengke takan  te tap i  

t i dak  dia j ukan  

gugatan  ke  Pengad i l an  

di l akukan  

pembukuannya  dalam 

buku  tanah  dengan  

cata tan  mengenai  

adanya  sengketa  

te rsebu t  dan  kepada  

pihak  yang  

berkebera tan  

dibe r i t a hukan  oleh  

Ketua  Pani t i a  

Ajud i kas i  untuk  

pendaf t a ran  tanah  

secara  s is temat i k  

atau  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  untuk  

pendaf t a ran  tanah  

secara  sporad i k  untuk  

mengajukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  mengena i  

data  yang  

disengke takan  da lam 

waktu  60 (enam puluh )  

har i  da lam 

pendaf t a ran  tanah  

secara  s is temat i k  dan 

90  (sembi l an  pu luh)  

har i  da lam 

pendaf t a ran  secara  

sporad i k  dih i t ung  

se jak  d isampaikannya  
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pember i t ahuan  

te rsebu t ;

d. yang  data  f i s i k  dan 

atau  data  yur i d i s nya  

disengke takan  dan 

dia jukan  gugatan  ke  

Pengad i l an  te tap i  

t i dak  ada  per in t ah  

dar i  Pengad i l an  untuk  

sta tus  quo  dan  t i dak  

ada  putusan  peny i t aan  

dar i  Pengad i l an ,  

d i l akukan  

pembukuannya  dalam 

buku  tanah  dengan  

cata tan  mengenai  

adanya  sengketa  

te rsebu t  ser ta  ha l -

ha l  yang  

disengke takan ;

e. yang  data  f i s i k  atau  

data  yur i d i s nya  

disengke takan  dan 

dia jukan  ke  

Pengad i l an  ser ta  ada 

per i n t ah  untuk  sta tus  

quo  atau  putusan  

peny i t aan  dar i  

Pengad i l an ,  d ibukukan  

dalam  buku  tanah  

dengan  mengosongkan  

nama  pemegang  haknya  

dan  hal - ha l  la i n  yang  

disengke takan  ser ta  

mencata t  d i  da lamnya  
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adanya  s i ta  atau  

per i n t ah  sta tus  quo 

te rsebu t .

 

Pasal  29  ayat  (1 )  menyatakan  bahwa “  Hak atas  tanah ,  

hak  penge lo l aan ,  tanah  wakaf  dan hak  mi l i k  atas  satuan  

rumah  susun  dida f t a r  dengan  membukukannya  dalam  buku  

tanah  yang  memuat  data  yur i d i s  dan  data  f i s i k  b idang  

tanah  yang  bersangku tan ,  dan  sepan jang  ada  sura t  

ukurnya  dica ta t  pu la  pada sura t  ukur  te r sebu t  “ .   

Dengan demik ian  di te rb i t k annya  KTUN Obyek Gugatan  aquo  

membukt i kan  bahwa  Terguga t  t i dak  cermat ,  mengabaikan  

data  f i s i k  dan atau  data  yur id i s   d i  da lam buku  tanah  

yang  ada,  te rmasuk  t i dak  memperhat i kan  Ser t i p i k a t  M.  

72 yang  di te rb i t k an  sebe lumnya.  

  

3. Pasal  1  dan  Pasa l  4  Keputusan  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  No.  12  Tahun  1992  ten tang  

Susunan  dan Tugas  Pani t i a  Pemer iksaan  Tanah.  

Pasal  1 menyatakan  bahwa “  Pani t i a  Pemer iksaan  Tanah A 

se lan ju t nya  d isebu t  “Pan i t i a  A”  ada lah  pani t i a  yang  

ber tugas  melaksanakan  pemer iksaan  tanah  dalam  rangka  

penye lesa i an  permohonan  untuk  mempero leh  Hak  Mi l i k ,  

Hak  Penge lo laan ,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  paka i  atas  

tanah  Negara  dan  penye lesa ian  permohonan  Pengakuan  

hak.

Pasal  4 menyatakan  bahwa “Tugas  Pani t i a  A :

a. Mengadakan  penel i t i a n  te rhadap  

ke lengkapan  berkas  permohonan  pember ian  

Hak  Mi l i k ,  Hak  Pengelo laan ,  Hak  Guna 

Bangunan  dan  Hak  Paka i  atas  Tanah  

Negara  dan  permohonan  pengakuan  hak  
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atas  tanah ;

b. Mengadakan  penel i t i a n  dan  penin jauan  

f i s i k  atas  tanah  yang  d imohon  mengena i  

sta tus ,  r iwaya t ,  keadaan  tanah ,  luas ,  

batas  tanahnya  dan  hubungan  hukum 

anta ra  tanah  yang  dimohon  dengan  

pemohon  ser ta  kepent i ngan - kepent i ngan  

la i nnya ;

c. Mengumpulkan  data ,  

kete rangan /pen je l a san  dar i  pemegang hak  

atas  tanah  yang  berba tasan ;

d. Menentukan  sesua i  t i daknya  penggunaan  

tanah  te rsebu t  dengan  rencana  

pembangunan  daerah ;

e. Member ikan  pendapat  dan  per t imbangan  

atas  permohonan  te rsebu t  yang  

di tuangkan  dalam  r i sa l ah  Pemer iksaan  

Tanah.  

Dengan  di te r b i t k annya  KTUN  Obyek  Gugatan  aquo,  

membukt i kan  bahwa  Terguga t  t i dak  mengadakan  

pemer iksaan ,  pene l i t i a n  dan  pen in jauan  f i s i k  atas  

tanah  yang  dimohon  mengenai  sta tus ,  r iwaya t ,  keadaan  

tanah ,  luas ,  batas  tanahnya  dan  hubungan  hukum anta ra  

tanah  yang  dimohon  dengan  pemohon  ser ta  kepent i ngan -

kepent i ngan  la i nnya ; .

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  Terbuk t i  penerb i t an  

KTUN Obyek  Gugatan  aquo,  in  casu  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

No.  6353/Ke lu rahan  Margasar i ,  yang  di te rb i t k an  pada  

tangga l  14  Maret  2005,  Gambar  Si tuas i  No.  1482/1980 ,  

tangga l  11  Maret  1980,  luas  tanah  150  M2 (se ra tus  l ima  

puluh  meter  perseg i )  atas  nama  Ny.  In tan  Zahrah ,  

te r l e t a k  di  Blok  Rancahaur ,  Kelu rahan  Margasar i ,  

Kecamatan  Margac in ta ,  Kotamadya  Bandung,  Prop ins i  Jawa 
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Bara t  adalah  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang ber laku  ya i t u  :

1) Pasal  19  ayat  (1 )  dan  (2 )  Undang- Undang  No.  5  Tahun  

1960 ten tang  Pera tu ran  Dasar  Pokok- Pokok  Agrar i a  ;

2) Pasal  31  ayat  (1 ) ,  30  ayat  (1 )  dan  29  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997  ten tang  

Pendaf ta ran  Tanah;

3) Pasal  1  dan  Pasa l  4  Keputusan  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  No.  12  Tahun  1992  ten tang  Susunan  dan  Tugas  

Pani t i a  Pemer iksaan  Tanah.  

Hal  in i  memenuhi  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  a 

Undang- Undang  No.  9  Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara .

KTUN Obyek  Gugatan  aquo  ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  

Umum Pemer in tahan  Yang Baik  (AAUPB)  sebaga imana  dimaksud  

dalam  Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  b  Undang- Undang  No.  9 

Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  beser ta  pen je lasannya  Jo.  Pasal  3  angka  1  

Undang- Undang  No.  28  Tahun  1999  Tentang  Penye lenggaraan  

Negara  yang  Bers ih  dan  Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i  dan  

Nepot i sme.

1. KTUN Obyek  Gugatan  aquo   ber ten tangan  dengan  Asas  

Kepast i an  Hukum.

     Bahwa  KTUN Obyek  Gugatan  aquo  yang  dike lua rkan  

oleh  TERGUGAT,  ber ten tangan  dengan  Asas  Kepast i an  

Hukum,  dalam  hal  in i  Tergugat  te r l eb i h  dahu lu  te lah  

menerb i t kan  Ser t i p i k a t  atas  nama  Ny.  Saadah  ( Ibu  

Penggugat ) ,  ya i t u  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  134/Desa  

Margasar i ,  yang  di te rb i t k an  pada  tangga l  4 Ju l i  1980,  

Disclaimer
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Gambar  Si tuas i  No.  1558/1979 ,  atas  tanah  se luas  328 M2 

( t i ga  ra tus  dua  puluh  delapan  pu luh  meter  perseg i ) ,  

berada  di  Ja lan /Pe rs i l  Blok  Rancahaur ,  Desa Margasar i ,  

Kecamatan  Buahbatu ,  Kabupaten  Bandung,  akan  te tap i  

kemudian  te rb i t  KTUN Obyek  Gugatan  aquo  dia tas  lahan  

yang  sama,  berak iba t  ganda  dan   tumpang  t i nd i h  ser ta  

t i dak  ada  kepas t i an  hukum;    

2. Bahwa  pe langgaran  te rhadap  Asas  Kepast i an  Hukum 

te rsebu t  d ia tas  ada lah  karena  adanya  pelanggaran  

te rhadap  Asas  Kecermatan  Formal  dan  Asas  Kehat i  – 

hat i an   yang  di l akukan  oleh  Tergugat  sebe lumnya.

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  Penggugat  mohon kepada  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  berkenan  k i ranya  untuk  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

Dalam Pokok  Perkara :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  

6353/Ke lu rahan  Margasar i ,  yang  di te rb i t k an  pada  tangga l  

14  Maret  2005,  Gambar  Si tuas i  No.  1482/1980 ,  tangga l  11  

Maret  1980,  luas  tanah  150  M2 (se ra tus  l ima  puluh  meter  

perseg i )  atas  nama Ny.  In tan  Zahrah ,  te r l e t a k  di  Blok  

Rancahaur ,  Kelu rahan  Margasar i ,  Kecamatan  Margac in ta ,  

Kotamadya  Bandung,  Prop ins i  Jawa Bara t ;

3. Mewaj ibkan  kepada  Terguga t  untuk  mencabut  dan  mencore t  

Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  6353/Ke lu rahan  Margasar i ,  yang  

di te rb i t k an  pada  tangga l  14  Maret  2005,  Gambar  Si tuas i  

No.  1482/1980 ,  tangga l  11  Maret  1980,  luas  tanah  150  M2 

(se ra tus  l ima  pu luh  meter  perseg i )  atas  nama Ny.  In tan  

Halaman 23 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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Zahrah ,  te r l e t a k  di  Blok  Rancahaur ,  Kelu rahan  Margasar i ,  

Kecamatan  Margac in ta ,  Kotamadya  Bandung,  Prop ins i  Jawa 

Bara t ;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  

da lam perkara  in i

          Bahwa atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  ,  Tergugat  
te l ah  mengajukan  Jawabannya  Ter tangga l  27 Januar i  2011  yang  
pada  Pokoknya  ada lah  sebaga i  
ber i ku t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

1. Bahwa  Tergugat  menolak  dengan  tegas  dan  nyata  se lu ruh  

dal i l - da l i l  Penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  

diaku i  secara  tegas  dan nyata  demi  kepent i ngan  Tergugat ;

2. Mengenai  Tenggang  Waktu  Pengajuan  Gugatan  

Bahwa  permohonan  gugatan  Penggugat ,  te lah  melewat i  

tenggang  waktu  90  (  sembi lan   pu luh  )  har i ,  seh ingga  

sudah  t i dak  memenuhi  tenggang  waktu  sebaga imana  yang  

dia tu r  da lam keten tuan  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  :  5  

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  jo .  

Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009,  yang  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  :

“  Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  da lam  tenggang  waktu  

sembi lan  puluh  har i  te rh i t ung  se jak  saat  d i te r imanya  atau  

diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara” . Penje lasan  Pasal  55  te rsebu t  d ia tas ,  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  :

“  Bagi  p ihak  yang  namanya  te rsebu t  da lam Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  diguga t ,  maka tenggang  waktu  sembi lan  

puluh  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  har i  d i t e r imanya  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  yang  diguga t .

Dalam  hal  yang  hendak  d iguga t  i t u  merupakan  keputusan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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menurut  keten tuan  

a. Pasal  3  ayat  (2 ) ,  maka tenggang  waktu  sembi l an  

puluh  har i  i t u  d ih i t ung  sete lah  lewatnya  

tenggang  waktu  yang  di ten tukan  dalam pera tu ran  

dasarnya ,  yang  dih i t ung  se jak  tangga l  

d i te r imanya  permohonan yang  bersangku tan ;

b. Pasal  3  ayat  (3 ) ,  maka tenggang  waktu  sembi l an  

puluh  har i  i t u  d ih i t ung  sete lah  lewatnya  batas  

waktu  empat  bu lan  yang  dih i t ung  se jak  tangga l  

d i te r imanya  permohonan yang  bersangku tan .

Dalam  hal  pera tu ran  dasarnya  menentukan  bahwa  suatu  

keputusan  i t u  harus  diumumkan,  maka  tenggang  waktu  

sembi lan  puluh  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  har i  pengumuman 

te rsebu t . ”

Hal  in i  te rbuk t i  dar i  adanya  fak ta - fak ta  hukum sesua i  

data  yang  ada  pada  Kanto r  Per tanahan  Kota  Bandung,  

sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  20  Desember  2006,  tangga l  13- 3- 2007  

dan  tangga l  27- 3- 2007,  Tergugat  te l ah  memanggi l  para  

pihak  yang  bersengke ta  ya i t u  Sdr .  Budiman,  Sdr .  Djuand i  

dan  Drs .  H.  Azhar i  dan  Sdr .  Muhayah  Djur i  sesua i  sura t  

Tergugat  tangga l  13  Desember  2006  No.  630.1 - 660- 2006,  

tangga l  8  Maret  2007  No.  176/2007  dan  tangga l  21  Maret  

2007  No.  600- 423  sebaga i  t i ndak  lan ju t  adanya  sura t  dar i  

p ihak  Penggugat  tangga l  22- 8- 2006  per iha l  Laporan  dan  

Konf i rmas i  Ser t i p i k a t  Tanah  HAk Mi l i k  An.  Ny.  Saadah  No.  

134  Margasar i  Kecamatan  Margac in ta  (dh .  Buah  Batu)  Kota  

Bandung  .  Sehingga  dengan  demik ian  apa- apa  yang  

dida l i l k an  Penggugat  pada  halaman  3  dan  4  ada lah  

merupakan  da l i l  yang  t i dak  benar  dan  t i dak  sesua i  dengan  

fak ta  yang  ada. Dengan  demik ian  Penggugat  sudah  t i dak  

memenuhi  Pasa l  55  Undang- Undang  No  5  Tahun  1986  jo .  

Undang- Undang  No.9  Tahun  2004  jo .  Undang- Undang  No.  51 

Halaman 25 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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Tahun  2009,  karena  sesua i  fak ta  hukum  yang  diu ra i kan  

dia tas ,  Penggugat  sudah  mengetahu i  adanya  Obyek  Sengketa  

a  quo  se jak  tangga l  13- 12-

2006 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Hal  in i  juga  sesua i  dengan  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  

RI  No.  2 Tahun 1991 ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Beberapa  

Keten tuan  Dalam Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  yang menyatakan  bahwa :

 “  Bagi  mereka  yang  t i dak  di tu j u  oleh  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara ,  te tap i  yang  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  maka tenggang  waktu  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  55  d ih i t ung  secara  kasu is t i s ,  se jak  saat  ia  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  Keputusan  Tata  Usaha Negara  

dan mengetahu i  adanya  keputusan  te rsebu t  “      

Sehingga  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i to l a k  

karena  t i dak  memenuhi  syara t - syara t  gugatan  atau  set i dak -

t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  

verk l aa rd  ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

3. Mengenai  Kompetens i  Absolu t  

Bahwa sehubungan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ber tugas  

dan  berwenang  memer iksa ,  memutus ,  dan  menyelesa i kan  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasal  47  Undang- Undang No 5 Tahun  1986  jo .  Undang- Undang 

No.9  Tahun  2004  jo .  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  

maka  yang  menjad i  wewenang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

hanya  mengenai  Prosedur  penerb i t an  dar i  Ser t i p i k a t  

apakah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  atau  t i dak ,  o leh  karena  i t u   maka  kewenangan  

untuk  menguj i  kepemi l i k an  atas  tanah  obyek  a quo  adalah  

bukan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te tap i  

kewenangan  dar i  perad i l an  umum karena  sengketa  yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  ada lah  mengena i  kepemi l i k an  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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Dengan  demik ian  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  

sesua i  da l i l  gugatan  Penggugat  pada  pos i t a  ha laman  2 

ada lah  dal i l - dal i l  yang  t i dak  benar .  

Sedangkan  prosedur  penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

134/Margasar i  an.  Ny.  Saadah drengan  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  

No.  6353/Ke l .  Margasar i  an.  Ny.  In tan  Zahra  sudah  sesua i  

prosedur  yang  ber laku  ya i t u  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

134/Margasar i  Ser t i p i k a t  te rb i t  berdasarkan   Akta  Jua l  

Bel i  tangga l   6- 12- 1978  No.  1369/PPAT/1978  yang  d ibua t  

o leh  Pupu Surad i re j a  Camat  Buah Batu  sedangkan  Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  6353/Ke l .  Margasar i  asa l  mula  r iwaya t  

tanahnya  ada lah  dida f t a r  berdasarkan   Akta  Jua l  Bel i  

tangga l  27- 4- 1979  No.  343/  PPAT/1979  yang  d ibua t  o leh  

Pupu  Surad i re j a  Camat  Buah  Batu .  Dan  yang  berkewa j i ban  

untuk  merawat  dana  memel iha ra  tanah  te rsebu t  adalah  

pemegang  hak  masing-

masing  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

Dar i  ura ian  dan  berdasarkan  fak ta  – fak ta  hukum te rsebu t  

d ia tas ,  maka sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i to l a k  

karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  set i dak -

t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i te r ima  (n ie t  onvanke l i j k  

verk l aa rd )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -  

4.  Bahwa  apa  yang  dida l i l k an  Penggugat  da lam  pos i t a  

gugatan  halaman 5 angka  6)   ada lah  dal i l  yang  t i dak  benar  

karena  yang  berkewaj i ban  untuk  merawat  dan  memel iha ra  

tanah  te rsebu t  ada lah  pemegang  hak  masing- masing .  Oleh  

karena  i t u  t i dak  ada kepent i ngan  Penggugat  yang  di rug i kan  

ak iba t  dar i  penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  6353/Ke l .  

Margasar i  an.  Ny.  In tan  Zahra  karena  Ny.  In tan  Zahra  

membel i  atas  dasar  Akta  Jua l  Bel i  tangga l  8- 11- 2004  No.  

451/  2004   yang  dibua t  o leh  Drs .  Juher  Zaid i r ,  SH se laku  

PPAT di  Bandung.  Sehingga  t i dak  memenuhi  keten tuan  Pasal  

Halaman 27 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

53  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang  No.  9  Tahun  2004  jo .  Undang- Undang  No.  51  Tahun  

2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  i t u   sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  

d i to l ak  karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  

set i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  verk l aa rd  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK SENGKETA  :  

1. Bahwa  apa  yang  te lah  Tergugat  kemukakan  dalam  Ekseps i  

ada lah  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  te r pisahkan  

dalam pokok  sengketa  in i ;

2. Bahwa  Terguga t  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  Penggugat  

kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  d iaku i  secara  tegas  dan  

nyata  demi  kepent i ngan  Tergugat ;  

3.  Bahwa yang  menjad i  Obyek  Sengketa  sebaga imana  d iu ra i kan  

Penggugat  pada pos i t a  maupun pet i t umnya  ya i t u  :

 - Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  6353/Ke l .  Margasar i ,  

Gambar  Si tuas i  No.  1482/  1980  tangga l      11- 3- 1980  

luas  150  M2 te rakh i r  te r t u l i s  atas  nama  Ny.  In tan  

Zahra ,  ba l i knama  d ica ta t  tangga l  14- 3-

2005; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.   Bahwa  Tergugat  menolak  apa  yang  dida l i l k a n  dalam 

pet i t um  gugatan  Penggugat  yang  memohon  kepada  Maje l i s  

Hakim  untuk  menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  6353/Ke lu rahan  Margasar i  dengan  alasan  

Tergugat  da lam  menerb i t kan  obyek  sengketa  aquo  sudah  

sesua i  dengan  pera tu ran  yang  ber laku  seh ingga  apa- apa  

yang  dida l i l k a n  Penggugat  t i dak  benar ,  o leh  karena  i t u  

sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i t o l a k  karena  t i dak  

memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  set i daknya  dinya takan  

t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  onvanke l i j k  

verk l aa rd  ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa apa  yang  dida l i l k a n  Penggugat  da lam pos i t a  gugatan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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halaman  7  angka  6)  ada lah  t i dak  benar  karena  pada  

pr ins i pnya  t i ndakan  admin i s t r a t i f  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  Obyek  Sengketa  aquo  te rsebu t  (  yang  

dida l i l k an  oleh  Penggugat  )  ada lah  sesua i  tugas  pokok  dan  

fungs i  dar i  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  

yang  diben tuk  dalam rangka  melaksanakan  Fungs i  Pelayanan  

Publ i k  d i  Bidang  Per tanahan  dimana  kewenangan  dar i  

Tergugat  te l ah  dia tu r  da lam  Undang- Undang  Dasar  1945  

Pasal  33 ayat  (  3 ) ,  Undang- Undang Nomor  :  5 Tahun  1960,  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10  Tahun  1961  Jo.  Pasal  19  dan 

Pasal  IX  mengenai  Keten tuan- Keten tuan  Konvers i ;  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  10 tahun  1961,  Pera tu ran  Menter i  Per tan ian  

dan  Agrar i a  No.  2  Tahun  1962  ten tang  Penegasan  Konvers i  

dan  Pendaf ta ran  Bekas  Hak- Hak  Indones ia  atas  tanah  jo .  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  26/DDA/1970  Jo.  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997,  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  37  Tahun  1998  ten tang  Pera tu ran  Jabatan  

PPAT,  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia   No.  10 Tahun  

2006,   Jo.  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  3 tahun  1999  Jo.  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

No.  9  Tahun  1999,  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1997,  

Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  No.  4  Tahun  2006,  Pera tu ran   Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  No.  1  Tahun  2006  dan  pera tu ran -

pera tu ran   pe laksanaan  la i nnya  Sehingga  te rbuk t i  Tergugat  

da lam  menerb i t kan  obyek  sengke ta  aquo  sesua i  dengan  

prosedur  hukum,  t i dak  melanggar  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ser ta  te lah  memenuhi   Asas- Asas  

Umum  Pemer in tahan  yang  Baik  /  AAUPB   ( algemene 

behoor l i j k  bestuur / p r i n c i p l e   of   good  admin is t r a t i o n  ) ,  

seh ingga  t i dak  mengak iba tkan  cacat  hukum,  bata l  demi  

hukum dengan  sega la  ak iba t  hukumnya  obyek  sengketa  aquo  

te rsebu t .  Sehingga  gugatan  t i dak  memenuhi   Undang- Undang  

Halaman 29 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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Nomor  :  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  

2004 jo  Undang- Undang No.  51 Tahun 2009 Pasa l  53 ayat  (1 )  

dan ayat  (2 ) .   

Oleh  karena  i t u  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  

d i to l ak  karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  

set i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  

verk l aa rd  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

5.  Bahwa  sebaga i  ins tans i  pelayanan  pub l i k  d i  b idang  

per tanahan ,  Tergugat  te l ah  member i t ahukan  kepada  pemegang  

hak  atas  tanah  yang  menjad i  obyek  sengketa  sebaga imana  

dalam pos i t a  maupun pet i t um  gugatan  penggugat ,  untuk  iku t  

menjad i  p ihak  da lam  pemer iksaan  perkara  in i ,  yang  mana 

Tergugat  te lah  member i t ahukannya  sesua i  sura t  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Bandung  tangga l  18- 1- 2011  No.  

49/14 .32 .73 / I / 2 011  Per iha l  Pember i t ahuan  atas  adanya  

Sengketa  Tata  Usaha Negara  Nomor  :  102/G/2010 /PTUN- BDG.

6. Bahwa  Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  Penggugat  

da lam pos i t a  gugatan  ha laman  8  angka  1  yang  mendal i l k an  

bahwa  dengan  di te rb i t k annya  obyek  sengketa  aquo  

mengak iba tkan  t i dak  adanya  kepas t i an  hukum  bag i  

Penggugat ,  d ia tas  tanah  yang  sama te lah  te r r b i t  2  (dua)  

ser t i p i k a t ,  ada lah  dal i l  yang  t i dak  benar  karena  apab i l a  

di l i h a t  dar i  fak ta - fak ta  yang  ada  pada  Terguga t ,  dapat  

d ipe ro l eh  kes impu lan  bahwa  ser t i p i k a t  hak  mi l i k  

Penggugat  dengan  Tergugat  r iwaya t  nya  berasa l  dar i  tanah  

mi l i k  adat  yang  sama ya i t u  Pers i l  36a  S.  I I I  Kohi r  1229  

seb.  dengan  pemi l i k  koh i r  yang  sama ya i t u  H.  Rohimah a l .  

Id j oh  seh ingga  seharusnya  bidang  tanahnya  ada,  

masalahnya   b idang  tanah  mana  yang  dimi l i k i  Penggugat  

atas  dasar  SHM No.  134/Desa  Margasar i  te rsebu t  karena  

f i s i k  t i dak  dikuasa i .  Sehingga  sudah  se layaknya  gugatan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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te rsebu t  d i to l ak  karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  

gugatan  atau  set i dak - t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k  verk l aa rd  )

7. Bahwa apa  yang  dida l i l k a n  Penggugat  da lam pos i t a  gugatan  

halaman  10   yang  menyatakan  Tergugat  t i dak  cermat ,  

mengabaikan  data  f i s i k  dan  atau  data  yur i d i s  d i  da lam 

buku  tanah  yang  ada  dan  t i dak  memperhat i kan  Ser t i p i k a t  

M.  72  yang  di te rb i t k an  sebe lumnya,  adalah  da l i l - da l i l  

yang  t i dak  benar  karena  Tergugat  da lam menerb i t kan  obyek  

sengketa  aquo  te lah  sesua i  dengan  prosedur  ya i t u  

di l akukan  pengukuran  sesua i  dengan  batas - batas  yang  

di tun j uk  oleh  pemi l i k  ya i t u  batas  Sebelah  Utara  :  

Rencana  Ja lan ,  Sebelah  Sela tan  Tanah  Aban,  Sebelah  Bara t  

Tanah  H.  Rohimah.  dan  Sebelah  Timur  Tanah  Iman  Margono  

sesua i  dengan  batas - batas  yang  te rcan tum  da lam Akta  Jua l  

Bel i  Akta  Jua l  Bel i  tangga l  27- 4- 1979  No.  343/  PPAT/1979  

yang  dibua t  o leh  Pupu  Surad i r e j a  Camat  Buah  Batu  yang  

kemudian  dikonvers i  menjad i  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  72/  

Ds.  Margasar i  (Kab.  Bandung) ,  dengan  Gambar  Si tuas i  

Gambar  Si tuas i  No.  1482/1980  luas  150  m2 yang  saat  in i  

sudah  bera l i h  dan  te r j ad i  pemekaran  wi layah  menjad i  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  6353/Ke l .  Margasar i ,   Gambar  

Si tuas i  No.  1482/  1980  tangga l  11- 3- 1980  luas  150  M2 

te rakh i r  te r t u l i s  atas  nama Ny.  In tan  Zahra ,  ba l i knama  

dica ta t  tangga l  14- 3- 2005.  Sedangkan  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  134/Ds .  Margasar i   se luas  328  m2  te rb i t  

berdasarkan   Akta  Jua l  Bel i  tangga l   6- 12- 1978  No.  

1369/PPAT/1978  yang  dibua t  o leh  Pupu  Surad i re j a  Camat  

Buah  Batu  dengan  batas - batas  Sebelah  Utara  :  Rencana  

Ja lan ,  Sebelah  Sela tan  S.  Nyi  Yoyoh,  Sebelah  Bara t  S.  H.  

Rohimah  dan  Sebelah  Timur  S.  G.  Set iawan  Syah  Mal i k  SH 

dengan  Gambar  Si tuas i  No.  1558/  1979  se luas  328  m2,  

seh ingga  t i dak  te rbuk t i  apa- apa  yang  dida l i l k a n  

Penggugat  karena  f i s i k  saat  in i  d ikuasa i  o leh  pemegang  

Halaman 31 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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hak  mi l i k  No.  6353/Ke l .  Margasar i  ya i t u  Ny.  In tan  Zahra  

dan  yur i d i s nya  ada  ya i t u  atas  dasar  Akta  Jua l  be l i  yang  

dibua t  o leh  pejaba t  yang   berwenang  sesua i  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  37 Tahun  1998  ten tang  Pera tu ran  

Jabatan  PPAT  jo .  Pera tu ran   Kepala  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  No.  1  Tahun  2006,  dan  batas - batas  tanah  awal  

penerb i t an  masing- masing  ser t i p i k a t  juga  berbeda ,  o leh  

karena  i t u  Terguga t  te l ah  cermat ,  memperhat i kan   data  

f i s i k  dan  data  

yur i d i s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Sehingga  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i to l ak  

karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  

set i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  

verk l aa rd  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

8. Bahwa apa  yang  dida l i l k a n  Penggugat  da lam pos i t a  gugatan  

halaman  11  dan  12  adalah  dal i l - da l i l  yang  t i dak  benar  

karena  Terguga t  da lam  menerb i t kan  Ser t i p i k a t  obyek  

sengketa  aquo  dan  menerb i t kan   Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

134/Ds .  Margasar i   te lah  sesua i  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ya i t u  Undang- Undang  Dasar  1945 

Pasal  33 ayat  (  3 ) ,  Undang- Undang Nomor  :  5 Tahun  1960,  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10  Tahun  1961  Jo.  Pasal  19  dan 

Pasal  IX  mengenai  Keten tuan- Keten tuan  Konvers i ;  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  10 tahun  1961,  Pera tu ran  Menter i  Per tan ian  

dan  Agrar i a  No.  2  Tahun  1962  ten tang  Penegasan  Konvers i  

dan  Pendaf ta ran  Bekas  Hak- Hak  Indones ia  atas  tanah  jo .  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  26/DDA/1970  Jo.  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997,  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  37  Tahun  1998  ten tang  Pera tu ran  Jabatan  

PPAT,  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia   No.  10 Tahun  

2006,   Jo.  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  
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Badan Per tanahan  Nasiona l  No.  3 tahun  1999  Jo.  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  Badan Per tanahan  Nasiona l  

No.  9  Tahun  1999,  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1997,  

Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  No.  4  Tahun  2006,  Pera tu ran   Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  No.  1  Tahun  2006  dan  pera tu ran -

pera tu ran   pe laksanaan  la i nnya  Sehingga  te rbuk t i  Tergugat  

da lam  menerb i t kan  obyek  sengke ta  aquo  sesua i  dengan  

prosedur  hukum,  t i dak  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ser ta  te l ah  memenuhi  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  /  AAUPB (  a lgemene  

behoor l i j k  bestuur / p r i n c i p l e   of   good  admin is t r a t i o n  ) ,  

dan t i dak  ber ten tangan  dengan  asas  kepas t i an  hukum,  t i dak  

melanggar  asas  kecermatan  fo rma l  dan  asas  kehat i - hat i an .  

Sehingga  gugatan  t i dak  memenuhi   Pasa l  53  ayat  (1 )  dan  

ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang Nomor  :  9 Tahun 2004 jo  Undang- Undang No.  51 Tahun  

2009 Sehingga  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i to l ak  

karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  

set i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  verk l aa rd  ) ; - - - - - - - -

9.  Bahwa untuk  leb ih  je l asnya  obyek  sengketa  aquo  dan  

ser t i p i k a t  Penggugat ,  bersama  in i  akan  kami  je l askan  

r iwaya t  tanah  masing- masing  ser t i p i k a t  ya i t u  

a.  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  134/Ds .  Margasar i

1)  Semula  tanah  te rsebu t  berasa l  dar i  tanah  mi l i k  adat  

Pers i l  36a  S.  I I I  Kohi r  1229  seb.  atas  nama  H.  

Rohimah  al .  Id joh ,  yang  d ikonvers i  dan  seka l i gus  

diba l i k nama  tangga l  4  Ju l i  1980  menjad i  Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  134/Ds .  Margasar i ,  Gambar  Si tuas i  No.  

1558/  1979,  luas  328   m2 te r t u l i s  atas  nama  Ny.  

Saadah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - -

2) Bahwa bera l i h  kepada  Ny.  Saadah atas  dasar  Akta  

Jua l  Bel i  tangga l  6- 12- 1978   No.  1369/  

PPAT/1978  yang  dibua t  o leh  Pupu  Surad i red j a  

se laku  PPAT/Camat  Buah Batu ,  d ica ta t  tangga l  4-

7- 1980; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  6353/Ke l .  Margasar i  

1) .  Bahwa semula  tanah  dimaksud  berasa l  dar i  tanah  

mi l i k  adat  Pers i l  36  a S.  I I I  Kohi r   No.  1229  seb.  

Kemudian  dikonvers i  atas  nama Rohimah al .  Id j oh  dan  

seka l i gus  diba l i k nama  tangga l  26- 4- 1980  menjad i  SHM 

No.  72/Ds .  Margasar i  te r t u l i s  atas  nama Mahr i  b in  

Karna ,  Gambar  Si tuas i  No.  1482/1980  luas  150  

m2. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) .  Bahwa bera l i h  kepada  Mahr i  b in  Karna  atas  dasar  

Akta  Jua l  Bel i  tangga l  27- 4- 1979  No.  343/PPAT/1979  

yang  dibua t  o leh  Pupu Surad i r ed j a ,  PPAT/Camat   Buah 

Batu ,  d ica ta t  tangga l  26- 4- 1980  ; - - - - - -

3) .  Bahwa  kemudian  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  

tangga l  26- 4- 2002   No.  95/2002  yang  dibua t  o leh  

Leont i ne  Anggasurya ,  SH,  PPAT   di  Bandung,  tanah  

te rsebu t  d i j ua l  kepada  Nyonya  Ika  Minta rs i h ,  

ba l i knama  dica ta t  tangga l  10- 5-

2002 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) .  Bahwa berdasarkan  PP No.  16/1987  tangga l  27- 7-

1987  jo .  Sura t  Keputusan  Menter i  Negara  

Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  10  

Tahun  1993  tangga l   17- 6- 1993,  SHM No.  72/Ds .  

Margasar i  d imat i kan  dan  digan t i  dengan  SHM No.  

6353/    Kel .  Margasar i  te r t u l i s  atas  nama  Ika  

Minta rs i h  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) .  Bahwa  se lan ju t nya  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  

tangga l  21- 5- 2002   No.  121/2002  yang  dibua t  o leh  
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Leont i ne  Anggasurya ,  SH,  PPAT  di Bandung,  tanah  

te rsebu t  d i j ua l  kepada  Doktoranda  Ny.  Anuns ia ta ,  

ba l i knama  dica ta t  tangga l  30- 5-

2002 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) .  Bahwa  kemudian  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  

tangga l  8- 11- 2004   No.  451/2004  yang  dibua t  o leh  

Drs .  Juher  Zaid i r ,  SH,  PPAT  di  Bandung,  tanah  

te rsebu t  d i j ua l  kepad a    Ny.  In tan  Zahrah ,  

ba l i knama  dica ta t  tangga l  14- 3-

2005 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       Sehingga  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i to l ak  

karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  set i daknya  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  onvanke l i j k  verk l aa rd  

)  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

       Berdasarkan  ha l - ha l  yang  te l ah  dikemukakan  te rsebu t  

d ia tas  dan  dise r t a i  dasar - dasar  hukum  yang   mendasar i  

a lasan- alasan   hukum te rsebu t ,  mohon k i ranya  Maje l i s  Hakim 

yang  mengadi l i  dan  memer iksa  Perkara  Aquo  dengan  

Pengetahuan ,  Hat i  Nuran i  dan  Keyak inannya ,  berkenan  memutus  

dan  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

1. Mener ima  Ekseps i  Tergugat ,  untuk  se lu ruhnya ;

2.  Menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  

atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k  verk l aa rd  ) ;

2. Menghukum Penggugat  untuk  membayar  sega la  biaya  yang  

t imbu l  da lam perkara  
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in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te r sebu t  Tergugat  I I  

In te r vens i  te l ah    mengajukan  jawabannya  Ter tangga l  10  

Februar i  2011  ,  yang  pada  pokoknya  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

1. Bahwa  Tergugat  menolak  dengan  tegas  dan  nyata  se lu ruh  

dal i l - da l i l  Penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  diaku i  

secara  tegas  dan  nyata  demi  kepent i ngan  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.    Mengenai  Tenggang  Waktu  Pengajuan  Gugatan  

Bahwa  permohonan  gugatan  Penggugat ,  te lah  melewat i  

tenggang  waktu  90   ( sembi lan   pu luh  )  har i ,  seh ingga  

sudah  t i dak  memenuhi  tenggang  waktu  sebaga imana  yang  

dia tu r  da lam keten tuan  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  :  5  

Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  jo .  

Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009,  yang  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  da lam  tenggang  waktu  

sembi lan  puluh  har i  te rh i t ung  se jak  saat  d i te r imanya  atau  

diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara” . Penje lasan  Pasal  55  te rsebu t  d ia tas ,  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Bagi  p ihak  yang  namanya  te rsebu t  da lam Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  diguga t ,  maka tenggang  waktu  sembi lan  

puluh  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  har i  d i t e r imanya  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  yang  diguga t .

Dalam  hal  yang  hendak  d iguga t  i t u  merupakan  keputusan  
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menurut  keten tuan  

a. Pasal  3  ayat  (2 ) ,  maka tenggang  waktu  sembi l an  

puluh  har i  i t u  d ih i t ung  sete lah  lewatnya  

tenggang  waktu  yang  di ten tukan  dalam pera tu ran  

dasarnya ,  yang  dih i t ung  se jak  tangga l  

d i te r imanya  permohonan yang  bersangku tan ;

b. Pasal  3  ayat  (3 ) ,  maka tenggang  waktu  sembi l an  

puluh  har i  i t u  d ih i t ung  sete lah  lewatnya  batas  

waktu  empat  bu lan  yang  dih i t ung  se jak  tangga l  

d i te r imanya  permohonan yang  bersangku tan .

Dalam  hal  pera tu ran  dasarnya  menentukan  bahwa  suatu  

keputusan  i t u  harus  diumumkan,  maka  tenggang  waktu  

sembi lan  puluh  har i  i t u  d ih i t ung  se jak  har i  pengumuman 

te rsebu t . ”  Hal  in i  te rbuk t i  dar i  adanya  fak ta - fak ta  hukum 

sesua i  data  yang  ada pada Kantor  Per tanahan  Kota  Bandung,  

sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - -

Bahwa pada  tangga l  20  Desember  2006,  tangga l  13- 3- 2007  

dan  tangga l  27- 3- 2007,  Tergugat  te l ah  memanggi l  para  

pihak  yang  bersengke ta  ya i t u  Sdr .  Budiman,  Sdr .  Djuand i  

dan  Drs .  H.  Azhar i  dan  Sdr .  Muhayah  Djur i  sesua i  sura t  

Tergugat  tangga l  13  Desember  2006  No.  630.1 - 660- 2006,  

tangga l  8  Maret  2007  No.  176/2007  dan  tangga l  21  Maret  

2007  No.  600- 423  sebaga i  t i ndak  lan ju t  adanya  sura t  dar i  

p ihak  Penggugat  tangga l  22- 8- 2006  per iha l  Laporan  dan  

Konf i rmas i  Ser t i p i k a t  Tanah  HAk Mi l i k  An.  Ny.  Saadah  No.  

134  Margasar i  Kecamatan  Margac in ta  (dh .  Buah  Batu)  Kota  

Bandung  .  Sehingga  dengan  demik ian  apa- apa  yang  

dida l i l k an  Penggugat  pada  halaman  3  dan  4  ada lah  

merupakan  da l i l  yang  t i dak  benar  dan  t i dak  sesua i  dengan  

fak ta  yang  

ada ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian  Penggugat  sudah  t i dak  memenuhi  Pasal  55  

Undang- Undang  No  5  Tahun  1986  jo .  Undang- Undang  No.9  

Tahun  2004  jo .  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009,  karena  

Halaman 37 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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sesua i  fak ta  hukum yang  diu ra i kan  dia tas ,  Penggugat  sudah  

mengetahu i  adanya  Obyek  Sengketa  a quo  se jak  tangga l  13-

12-

2006 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Hal  in i  juga  sesua i  dengan  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  

RI  No.  2 Tahun 1991 ten tang  Petun juk  Pelaksanaan  Beberapa  

Keten tuan  Dalam Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  yang menyatakan  bahwa :

 “  Bagi  mereka  yang  t i dak  di tu j u  oleh  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara ,  te tap i  yang  merasa  kepent i ngannya  

di rug i kan  maka tenggang  waktu  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  55  d ih i t ung  secara  kasu is t i s ,  se jak  saat  ia  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  Keputusan  Tata  Usaha Negara  

dan mengetahu i  adanya  keputusan  te rsebu t  “     

 Sehingga  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i to l ak  karena  

t i dak  memenuhi  syara t - syara t  gugatan  atau  set i dak - t i daknya  

dinya takan  t i da k dapat  d i  te r ima  ( onvanke l i j k   verk l aa rd  ) .

3.  Mengenai  Kompetens i  Abso lu t  

Bahwa sehubungan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  ber tugas  

dan  berwenang  memer iksa ,  memutus ,  dan  menyelesa i kan  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasal  47  Undang- Undang No 5 Tahun  1986  jo .  Undang- Undang 

No.9  Tahun  2004  jo .  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  

maka  yang  menjad i  wewenang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

hanya  mengenai  Prosedur  penerb i t an  dar i  Ser t i p i k a t  

apakah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  atau  t i dak ,  o leh  karena  i t u   maka  kewenangan  

untuk  menguj i  kepemi l i k an  atas  tanah  obyek  a quo  adalah  

bukan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te tap i  

kewenangan  dar i  perad i l an  umum karena  sengketa  yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  ada lah  mengena i  kepemi l i k an  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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Dengan  demik ian  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  

sesua i  da l i l  gugatan  Penggugat  pada  pos i t a  ha laman  2 

ada lah  dal i l - dal i l  yang  t i dak  benar .  

Sedangkan  prosedur  penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

134/Margasar i  an.  Ny.  Saadah drengan  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  

No.  6353/Ke l .  Margasar i  an.  Ny.  In tan  Zahra  sudah  sesua i  

prosedur  yang  ber laku  ya i t u  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

134/Margasar i  Ser t i p i k a t  te rb i t  berdasarkan   Akta  Jua l  

Bel i  tangga l   6- 12- 1978  No.  1369/PPAT/1978  yang  d ibua t  

o leh  Pupu Surad i re j a  Camat  Buah Batu  sedangkan  Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  6353/Ke l .  Margasar i  asa l  mula  r iwaya t  

tanahnya  ada lah  dida f t a r  berdasarkan   Akta  Jua l  Bel i  

tangga l  27- 4- 1979  No.  343/  PPAT/1979  yang  d ibua t  o leh  

Pupu  Surad i re j a  Camat  Buah  Batu .  Dan  yang  berkewa j i ban  

untuk  merawat  dana  memel iha ra  tanah  te rsebu t  adalah  

pemegang  hak  masing-

masing  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

Dar i  ura ian  dan  berdasarkan  fak ta  – fak ta  hukum te rsebu t  

d ia tas ,  maka sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i to l a k  

karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  set i dak -

t i daknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i te r ima  (n ie t  onvanke l i j k  verk l aa rd ) .  

4.  Bahwa  apa  yang  dida l i l k an  Penggugat  da lam  pos i t a  

gugatan  halaman 5 angka  6)   ada lah  dal i l  yang  t i dak  benar  

karena  yang  berkewaj i ban  untuk  merawat  dan  memel iha ra  

tanah  te rsebu t  ada lah  pemegang  hak  masing- masing .  Oleh  

karena  i t u  t i dak  ada kepent i ngan  Penggugat  yang  di rug i kan  

ak iba t  dar i  penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  6353/Ke l .  

Margasar i  an.  Ny.  In tan  Zahra  karena  Ny.  In tan  Zahra  

membel i  atas  dasar  Akta  Jua l  Bel i  tangga l  8- 11- 2004  No.  

451/  2004   yang  dibua t  o leh  Drs .  Juher  Zaid i r ,  SH se laku  

PPAT di  Bandung.  Sehingga  t i dak  memenuhi  keten tuan  Pasal  

Halaman 39 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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53  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang  No.  9  Tahun  2004  jo .  Undang- Undang  No.  51  Tahun  

2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Oleh  karena  i t u   sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  

d i to l ak  karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  

set i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  verk l aa rd  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Bahwa  apa  yang  te lah  Terguga t  kemukakan  dalam  Ekseps i  

ada lah  merupakan   satu  kesatuan  yang  t i dak  te r pisahkan  

dalam pokok  sengketa  in i ;

2. Bahwa  Terguga t  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  Penggugat  

kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  d iaku i  secara  tegas  dan nyata  

demi  kepent i ngan  Tergugat ;  

3.  Bahwa yang  menjad i  Obyek  Sengketa  sebaga imana  d iu ra i kan  

Penggugat  pada pos i t a  maupun pet i t umnya  ya i t u  :

 - Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  6353/Ke l .  Margasar i ,  

Gambar  Si tuas i  No.  1482/  1980   tangga l  11- 3- 1980  luas  

150  M2 te rakh i r  te r t u l i s  atas  nama Ny.  In tan  Zahra ,  

ba l i knama dica ta t  tangga l  14- 3- 2005.

4.   Bahwa  Tergugat  menolak  apa  yang  dida l i l k a n  dalam 

pet i t um  gugatan  Penggugat  yang  memohon  kepada  Maje l i s  

Hakim  untuk  menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  6353/Ke lu rahan  Margasar i  dengan  alasan  

Tergugat  da lam  menerb i t kan  obyek  sengketa  aquo  sudah  

sesua i  dengan  pera tu ran  yang  ber laku  seh ingga  apa- apa  

yang  dida l i l k a n  Penggugat  t i dak  benar ,  o leh  karena  i t u  

sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i t o l a k  karena  t i dak  

memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  set i daknya  dinya takan  

t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  onvanke l i j k  verk l aa rd  ) .

5. Bahwa apa  yang  dida l i l k a n  Penggugat  da lam pos i t a  gugatan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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halaman  7  angka  6)  ada lah  t i dak  benar  karena  pada  

pr ins i pnya  t i ndakan  admin i s t r a t i f  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  Obyek  Sengketa  aquo  te rsebu t  (  yang  

dida l i l k an  oleh  Penggugat  )  ada lah  sesua i  tugas  pokok  dan  

fungs i  dar i  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  

yang  diben tuk  dalam rangka  melaksanakan  Fungs i  Pelayanan  

Publ i k  d i  Bidang  Per tanahan  dimana  kewenangan  dar i  

Tergugat  te l ah  dia tu r  da lam  Undang- Undang  Dasar  1945  

Pasal  33 ayat  (  3 ) ,  Undang- Undang Nomor  :  5 Tahun  1960,  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10  Tahun  1961  Jo.  Pasal  19  dan 

Pasal  IX  mengenai  Keten tuan- Keten tuan  Konvers i ;  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  10 tahun  1961,  Pera tu ran  Menter i  Per tan ian  

dan  Agrar i a  No.  2  Tahun  1962  ten tang  Penegasan  Konvers i  

dan  Pendaf ta ran  Bekas  Hak- Hak  Indones ia  atas  tanah  jo .  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  26/DDA/1970  Jo.  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997,  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  37  Tahun  1998  ten tang  Pera tu ran  Jabatan  

PPAT,  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia   No.  10 Tahun  

2006,   Jo.  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  3 tahun  1999  Jo.  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a /  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

No.  9  Tahun  1999,  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1997,  

Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia  No.  4  Tahun  2006,  Pera tu ran   Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  No.  1  Tahun  2006  dan  pera tu ran -

pera tu ran   pe laksanaan  la i nnya .  

Sehingga  te rbuk t i  Terguga t  da lam  menerb i t k an  obyek  

sengketa  aquo  sesua i  dengan  prosedur  hukum,  t i dak  

melanggar  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku  ser ta  

te l ah  memenuhi   Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  /  

AAUPB (  a lgemene  behoor l i j k  bestuur / p r i n c i p l e   of   good  

admin is t r a t i o n  ) ,  seh ingga  t i dak  mengak iba tkan  cacat  

hukum,  bata l  demi  hukum dengan  sega la  ak iba t  hukumnya  

obyek  sengketa  aquo  te rsebu t .  Sehingga  gugatan  t i dak  

Halaman 41 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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memenuhi   Undang- Undang  Nomor  :  5 Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang Nomor  :  9 Tahun 2004 jo  Undang- Undang No.  51 Tahun  

2009 Pasa l  53 ayat  (1 )  dan ayat  (2 ) .   

Oleh  karena  i t u  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  

d i to l ak  karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  

set i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  verk l aa rd  ) .

5.  Bahwa  sebaga i  ins tans i  pelayanan  pub l i k  d i  b idang  

per tanahan ,  Tergugat  te l ah  member i t ahukan  kepada  pemegang  

hak  atas  tanah  yang  menjad i  obyek  sengketa  sebaga imana  

dalam pos i t a  maupun pet i t um  gugatan  penggugat ,  untuk  iku t  

menjad i  p ihak  da lam  pemer iksaan  perkara  in i ,  yang  mana 

Tergugat  te lah  member i t ahukannya  sesua i  sura t  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Bandung  tangga l  18- 1- 2011  No.  

49/14 .32 .73 / I / 2 011  Per iha l  Pember i t ahuan  atas  adanya  

Sengketa  Tata  Usaha Negara  Nomor  :  102/G/2010 /PTUN- BDG.

6.  Bahwa  Terguga t  menolak  dengan  tegas  dal i l  Penggugat  

da lam  pos i t a  gugatan      ha laman  8  angka  1  yang  

mendal i l k an  bahwa  dengan  di te r b i t k annya  obyek  sengketa  

aquo  mengak iba t kan  t i dak  adanya  kepas t i an  hukum  bag i  

Penggugat ,  d ia tas  tanah  yang  sama te lah  te r r b i t  2  (dua)  

ser t i p i k a t ,  ada lah  dal i l  yang  t i dak  benar  karena  apab i l a  

di l i h a t  dar i  fak ta - fak ta  yang  ada  pada  Terguga t ,  dapat  

d ipe ro l eh  kes impu lan  bahwa ser t i p i k a t  hak  mi l i k  Penggugat  

dengan  Tergugat  r iwaya t  nya  berasa l  dar i  tanah  mi l i k  adat  

yang  sama ya i t u  Pers i l  36a  S.  I I I  Kohi r  1229  seb.  dengan  

pemi l i k  koh i r  yang  sama  ya i t u  H.  Rohimah  al .  Id joh  

seh ingga  seharusnya  bidang  tanahnya  ada,  masalahnya  

bidang  tanah  mana yang  dimi l i k i  Penggugat  atas  dasar  SHM 

No.  134/Desa  Margasar i  te r sebu t  karena  f i s i k  t i dak  

dikuasa i .  Sehingga  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  

d i to l ak  karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  

set i dak - t i daknya  d inya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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ontvanke l i j k  verk l aa rd  )  

7.  Bahwa apa yang  dida l i l k a n  Penggugat  da lam pos i t a  gugatan  

halaman  10   yang  menyatakan  Tergugat  t i dak  cermat ,  

mengabaikan  data  f i s i k  dan  atau  data  yur i d i s  d i  da lam 

buku  tanah  yang  ada dan t i dak  memperhat i kan  Ser t i p i k a t  M.  

72  yang  di te rb i t k an  sebe lumnya,  ada lah  dal i l - da l i l  yang  

t i dak  benar  karena  Tergugat  da lam  menerb i t kan  obyek  

sengketa  aquo  te lah  sesua i  dengan  prosedur  ya i t u  

di l akukan  pengukuran  sesua i  dengan  batas - batas  yang  

di tun j uk  oleh  pemi l i k  ya i t u  batas  Sebelah  Utara  :  Rencana  

Ja lan ,  Sebelah  Sela tan  Tanah  Aban,  Sebelah  Bara t  Tanah H.  

Rohimah.  dan  Sebelah  Timur  Tanah  Iman  Margono  sesua i  

dengan  batas - batas  yang  te rcan tum  dalam  Akta  Jua l  Bel i  

Akta  Jua l  Bel i  tangga l  27- 4- 1979  No.  343/  PPAT/1979  yang  

dibua t  o leh  Pupu Surad i re j a  Camat  Buah Batu  yang  kemudian  

dikonvers i  menjad i  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  72/  Ds.  

Margasar i  (Kab.  Bandung) ,  dengan  Gambar  Si tuas i  Gambar  

Si tuas i  No.  1482/1980  luas  150  m2  yang  saat  in i  sudah  

bera l i h  dan  te r j ad i  pemekaran  wi layah  menjad i  Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  6353/Ke l .  Margasar i ,   Gambar  Si tuas i  No.  

1482/  1980  tangga l  11- 3- 1980  luas  150  M2  te rakh i r  

te r t u l i s  atas  nama  Ny.  In tan  Zahra ,  ba l i knama  d ica ta t  

tangga l  14- 3- 2005.  Sedangkan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

134/Ds .  Margasar i   se luas  328 m2 te rb i t  berdasarkan   Akta  

Jua l  Bel i  tangga l   6- 12- 1978  No.  1369/PPAT/1978  yang  

dibua t  o leh  Pupu Surad i re j a  Camat  Buah Batu  dengan  batas -

batas  Sebelah  Utara  :  Rencana  Ja lan ,  Sebelah  Sela tan  S.  

Nyi  Yoyoh,  Sebelah  Bara t  S.  H.  Rohimah  dan  Sebelah  Timur  

S.  G.  Set iawan  Syah  Mal i k  SH dengan  Gambar  Si tuas i  No.  

1558/  1979  se luas  328 m2,  seh ingga  t i dak  te rbuk t i  apa- apa 

yang  dida l i l k an  Penggugat  karena  f i s i k  saat  in i  d ikuasa i  

o leh  pemegang hak  mi l i k  No.  6353/Ke l .  Margasar i  ya i t u  Ny.  

In tan  Zahra  dan yur i d i s nya  ada ya i t u  atas  dasar  Akta  Jua l  

be l i  yang  dibua t  o leh  pejaba t  yang   berwenang  sesua i  
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dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  37  Tahun  1998  ten tang  

Pera tu ran  Jabatan  PPAT  jo .  Pera tu ran   Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  No.  1  Tahun  2006,  dan  batas - batas  

tanah  awal  penerb i t an  masing- masing  ser t i p i k a t  juga  

berbeda ,  o leh  karena  i t u  Tergugat  te lah  cermat ,  

memperhat i kan   data  f i s i k  dan  data  

yur i d i s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sehingga  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i to l ak  

karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  

set i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  verk l aa rd  )  .

8. Bahwa apa  yang  dida l i l k a n  Penggugat  da lam pos i t a  gugatan  

halaman  11  dan  12  adalah  dal i l - da l i l  yang  t i dak  benar  

karena  Terguga t  da lam  menerb i t kan  Ser t i p i k a t  obyek  

sengketa  aquo  dan  menerb i t kan   Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

134/Ds .  Margasar i   te lah  sesua i  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ya i t u  Undang- Undang  Dasar  1945 

Pasal  33 ayat  (  3 ) ,  Undang- Undang Nomor  :  5 Tahun  1960,  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  10  Tahun  1961  Jo.  Pasal  19  dan 

Pasal  IX  mengenai  Keten tuan- Keten tuan  Konvers i ;  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  10 tahun  1961,  Pera tu ran  Menter i  Per tan ian  

dan  Agrar i a  No.  2  Tahun  1962  ten tang  Penegasan  Konvers i  

dan  Pendaf ta ran  Bekas  Hak- Hak  Indones ia  atas  tanah  jo .  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  26/DDA/1970  Jo.  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24  Tahun  1997,  Pera tu ran  

Pemer in tah  No.  37  Tahun  1998  ten tang  Pera tu ran  Jabatan  

PPAT,  Pera tu ran  Pres iden  Republ i k  Indones ia   No.  10 Tahun  

2006,   Jo.  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  3 tahun  1999  Jo.  Pera tu ran  

Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  Badan Per tanahan  Nasiona l  

No.  9  Tahun  1999,  Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  

Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  3  Tahun  1997,  

Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indones ia  No.  4  Tahun  2006,  Pera tu ran   Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  No.  1  Tahun  2006  dan  pera tu ran -

pera tu ran   pe laksanaan  la i nnya  Sehingga  te rbuk t i  Tergugat  

da lam  menerb i t kan  obyek  sengke ta  aquo  sesua i  dengan  

prosedur  hukum,  t i dak  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ser ta  te l ah  memenuhi  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  /  AAUPB (  a lgemene  

behoor l i j k  bestuur / p r i n c i p l e   of   good  admin is t r a t i o n  ) ,  

dan t i dak  ber ten tangan  dengan  asas  kepas t i an  hukum,  t i dak  

melanggar  asas  kecermatan  fo rma l  dan  asas  kehat i - hat i an .  

Sehingga  gugatan  t i dak  memenuhi   Pasa l  53  ayat  (1 )  dan  

ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang Nomor  :  9 Tahun 2004 jo  Undang- Undang No.  51 Tahun  

2009 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Sehingga  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i to l a k  

karena  t i dak  memenuhi  a lasan- alasan  gugatan  atau  

set i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  (n ie t  

onvanke l i j k  verk l aa rd  ) .

9.  Bahwa untuk  leb ih  je l asnya  obyek  sengketa  aquo  dan  

ser t i p i k a t  Penggugat ,  bersama  in i  akan  kami  je l askan  

r iwaya t  tanah  masing- masing  ser t i p i k a t  ya i t u  

a.  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  134/Ds .  Margasar i

1)  Semula  tanah  te rsebu t  berasa l  dar i  tanah  mi l i k  adat  

Pers i l  36a  S.  I I I  Kohi r         1229  seb.  atas  nama H.  

Rohimah  al .  Id j oh ,  yang  dikonvers i  dan  seka l i gus  

diba l i k nama  tangga l  4  Ju l i  1980  menjad i  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  134/Ds .  Margasar i ,  Gambar  Si tuas i  No.  1558/  

1979,  luas  328  m2 te r t u l i s  atas  nama Ny.  Saadah.

 2)  Bahwa bera l i h  kepada  Ny.  Saadah  atas  dasar  Akta  Jua l  

Bel i  tangga l  6-              12- 1978   No.  1369/  

PPAT/1978  yang  dibua t  o leh  Pupu  Surad i r ed j a  se laku  

PPAT/Camat  Buah Batu ,  d ica ta t  tangga l  4- 7- 1980.

b.  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  6353/Ke l .  Margasar i  

Halaman 45 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 1) .  Bahwa semula  tanah  dimaksud  berasa l  dar i  tanah  mi l i k  

adat  Pers i l  36  a    S.  I I I  Kohi r   No.  1229  seb.  Kemudian  

dikonvers i  atas  nama  Rohimah  al .  Id joh  dan  seka l i gus  

diba l i k nama  tangga l  26- 4- 1980  menjad i  SHM No.  72/Ds .  

Margasar i  te r t u l i s  atas  nama  Mahr i  b in  Karna ,  Gambar  

Si tuas i  No.  1482/1980  luas  150  

m2. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) .  Bahwa bera l i h  kepada  Mahr i  b in  Karna  atas  dasar  

Akta  Jua l  Bel i  tangga l  27- 4- 1979  No.  343/PPAT/1979  

yang  dibua t  o leh  Pupu Surad i r ed j a ,  PPAT/Camat   Buah 

Batu ,  d ica ta t  tangga l  26- 4- 1980  ; - - - - - -

3) .  Bahwa  kemudian  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  

tangga l  26- 4- 2002   No.  95/2002  yang  dibua t  o leh  

Leont i ne  Anggasurya ,  SH,  PPAT   di  Bandung,  tanah  

te rsebu t  d i j ua l  kepada  Nyonya  Ika  Minta rs i h ,  

ba l i knama  dica ta t  tangga l  10- 5-

2002 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) .  Bahwa berdasarkan  PP No.  16/1987  tangga l  27- 7-

1987  jo .  Sura t  Keputusan  Menter i  Negara  

Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  No.  10  

Tahun  1993  tangga l   17- 6- 1993,  SHM No.  72/Ds .  

Margasar i  d imat i kan  dan  digan t i  dengan  SHM No.  

6353/    Kel .  Margasar i  te r t u l i s  atas  nama  Ika  

Minta rs i h  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) .  Bahwa  se lan ju t nya  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  

tangga l  21- 5- 2002   No.  121/2002  yang  dibua t  o leh  

Leont i ne  Anggasurya ,  SH,  PPAT  di  Bandung,  tanah  

te rsebu t  d i j ua l  kepada  Doktoranda  Ny.  Anuns ia ta ,  

ba l i knama  dica ta t  tangga l  30- 5-

2002 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) .  Bahwa kemudian  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  tangga l  

8- 11- 2004   No.   451/2004    yang  dibua t  o leh  Drs .  

Juher  Zaid i r ,  SH,  PPAT di  Bandung,  tanah  te rsebu t  
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di j ua l  kepada Ny.  In tan  Zahrah ,  ba l i k  nama dica ta t  

tangga l  14- 3-

2005 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 7) .  Bahwa  tanah  yang  dinya takan  Penggugat  sebaga i  hak  

mi l i knya  se luas    328  M2 sedangkan  tanah  yang  

menjad i  hak  mi l i k  Tergugat  yang  dalam  ha l  in i  

d iguga t  o leh  Penggugat  hanya  se luas  150  M2 .  Dalam 

hal  in i  ka lau  sek i r anya  di tambahkan  dengan  tanah  

yang  ada  disamping  sebe lah  t imurnya  se luas  leb ih  

kurang  75 M2 maka luasnya  hanya  225 M2 ; - - - - -

8) .  Bahwa  gambar  s i t uas i  hak  mi l i k  yang  dibua t  o leh  

Ins tans i  yang  sama dalam   jangka  waktu  yang  t i dak  

lama ,  je l as  seka l i  te r l i h a t  berbeda  ,  ya i t u  :

            Gambar  Si tuas i  No.  1558/1979  se luas  328  M2 

(  mi l i k  Penggugat  )  ; - - - - -

             - .  Di  sebe lah  Timurnya  berba tasan  dengan  

kap l i ng  GS 1557/1979 . ; - - - -

             - .  Di  sebe lah  Bara tnya  berba tasan  dengan  

kap l i ng   GS 1554/1979 ; - - - - -

                 -  .D i  sebe lah  Sela tannya  berba tasan  dengan  

tanah  mi l i k  Oneng ; - - - - - - - .

             - .  Di  sebe lah  Utaranya  berba tasan  dengan  

rencana  ja l an  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  membandingkan  batas  –  batas  tanah  dalam 

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  134/Desa  Margasar i  dengan  GS 1558  

/1079  dan  ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  NO.6353  /  Kelu rahan  

Margasar i  dengan  GS  1482/1980  te r l i h a t  dengan  je l as  

perbedaanya  ,  Bahwa  pada  halaman  4  te l ah  kami  kemukakan  

batas  –  batas  tanah  awal  penerb i t an  masing  –  masing  

ser t i p i k a t  juga  berbeda  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  adanya  perbedaan  te rsebu t  ,Kanto r  Per tanahan  

Kota  Bandung  mennya  untuk  mengadakan  pemer iksaan  dan  

pene l i t i a n  di  lapangan  has i l n ya  :

- .  Dar i  ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  134/Desa  Margasar i  GS 
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1558/1979  t i dak          d ike temukan  d imana  le tak  lokas i  

tanah  se luas  328 M2 te rsebu t  .

- .  Dar i  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  6353/Ke lu rahan  Margasar i  

GS 1482/1980  dike temukan  tanah  se luas  150  M2 sesua i  

dengan gambar  s i t uas i  .

      Dalam  ha l  in i  untuk  menghi l angkan  keragu-

raguan  ,  Kepala  Seks i  Pengukuran  dan  Pendaf ta ran  Tanah  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Bandung  mengadakan  Pengukuran  dan  

Pemetaan  ulang  pada  lokas i  tanah  Hak  Mi l i k  No.  

6353/Ke lu rahan  Margasar i  GS  1482/1980  (  has i l n ya  bisa  

di tun j ukan  )  ; - - - - - - - - - - - - -

9. )    Bahwa Penggugat  menyatakan  tanah  Hak Mi l i k  Penggugat  

se luas  328  M2  te tap i  anehnya  mengapa  menggugat  150  

M2 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

10. )  Bahwa pada  ha laman 5 disebu tkan  bahwa Penggugat  adalah  

subyek  Hukum  yang  kepent i ngannya  di rug i kan  ak iba t  

d ike lua r kannya  KTUN Obyek  Gugatan  A  quo  t i dak  dapat  

memanfaatkan  atau  menggelo la  tanah  mi l i k nya  se lama  

ber tahun  –  tahun  oleh  karena  sebag ian  besar  te l ah  

did i r i k an  bangunan  permanen  o leh  pemegang  KTUN Obyek  

gugatan  A quo  ,  ha l  in i  t i dak  benar  dan  t i dak  sesua i  

kenya taan  bangunan  rumah  permanen    te rmaksud  baru  

did i r i k an  pada  tahun  2009  dia tas  tanah  se luas  150  

M2 ; - - - - -

11. )  Bahwa  halaman  7  Penggugat  mengatakan  d ia tas  tanah  

mi l i k  Penggugat  se luas  150  M2 te l ah  berd i r i  sebuah  

bangunan  rumah  tanpa  se iz i n   Pengugat  .  Dalam hal  in i  

kami  merasa  t i dak  per lu  minta  iz i n  kepda  Penggugat  

karena  kami  merasa  bahwa tanah  se luas  150  M2 te rsebu t  

betu l   betu l  ada lah  hak  mi l i k  kami  .  da lam ha l  in i  kami  

hanya  berkewaj i ban  untuk  meminta  iz i n  kepada  Pemer in tah  

yang  berwenang  (  da lam  hal  in i  Pemer in tah  Kota  

Bandung  )  Sete lah  kami  mengajukan  permohonan  iz i n  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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bangunan  kepada  pemer in tah  Kota  Bandung  t i ndak  

lan ju t n ya  Pemer in tah  Kota  Bandung  mener junkan  apara tnya  

untuk  mengadakan  pemer iksaan  dan  pene l i t i a n  di  lapangan  

,  kemudian  sete lah  semua persya ra tan  te rpenuh i  baru lah  

kemudian  Wal iko ta  Bandung  menerb i t kan  Sura t  Iz i n  No.  

503.648 .1 /1508 /BPMPPT/2009Tentang  Iz i n  perun tukan  

penggunaan  tanah  (Sura t  Iz i n  te rsebu t  b isa  kami  

tun jukan  )  Sete lah  kami  mempero leh  iz i n  menggunakan  

tanah  sesua i  perun tukannya  dengan  fungs i  bangunan  rumah 

t i ngga l  ber lan ta i  1  baru lah  kami  merasa  berhak  

mendi r i k an  bangunan  rumah  kami  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12) . Bahwa sebaga i  warganegara  yang  baik  sesua i  dengan  

Pera tu ran  Perundang- Undangan   yang  ber laku  Tergugat  

sebaga i  pemi l i k  ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Tanah  No.  

6353/Ke lu rahan  Margasar i  GS  1482  /1980  te l ah  

membayar  /melunas i  PBB (Pa jak  Bumi  Bangunan)  nya  set i ap  

Tahun   (Tanda  bukt i  

ada  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Demik ian  dan berdasarkan  ha l  – ha l  yang  te l ah  kami  

kemukakan  te rsebu t  d i  atas  dan dise r t a i  dasar  – dasar  hukum 

yang  kuat  kami  mohon  dengan  hormat  Maje l i s  Hakim  berkenan  

mener ima  ekseps i  kami  untuk  se lu ruhnya  dan  menyatakan  

menolak  gugatan  penggugat  untuk  

se lu ruhnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -         

               

Bahwa  te rhadap  jawaban  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl iknya  te r t angga l  

3  Maret  -   2011  d i  pers i dangan ,  yang  is i  se lengkapnya  

sebaga imana  te rcan tum  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  

merupakan  bag ian  tak  te rp i sahkan  dar i  Putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  te rhadap  Repl i k  Penggugat ,  Tergugat  te l ah  

Halaman 49 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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mengajukan  Dupl iknya  te r t angga l  17 Maret  2011  dan  Tergugat  

I I   In te rvens i  te lah  mengajukan  Dupl iknya   te r t angga l  10 

Maret  -  2011   d i  pers i dangan  yang  is i  se lengkapnya  

sebaga imana  te rcan tum  da lam  Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  

merupakan  bagian  tak  te rp i sahkan  dar i  Putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatannya  

Penggugat  te l ah  mengajukan  Ala t  Bukt i  Sura t  yang  bermete ra i  

cukup  dan  te lah  disesua i kan  dengan  as l i nya  kecua l i  yang  

t i dak  ada  as l i n ya  di  pers i dangan  dengan  dibe r i  tanda  Bukt i  

P – 1,  sampai  dengan  Bukt i  P -   11  yang  r i nc i annya  sebaga i  

ber i ku t  

Bukt i  P – 

1

: Sura t  Kete rangan  ahl i  war i s  Nomor  :  

474.3 /01045 /2002- Pem  yang  di t e rb i t k an  o leh  

Setda  Pemer in tahan  Kota  Bandung  pada  Tangga l  

12  Jun i  

2002; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

(  Foto  Copy dar i  Foto  Copy )  

Bukt i  P – 

2

: Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  134/Desa  Margasar i  

yang  di te rb i t k a  pada  tangga l  4  Ju l i  1980  

Gambar  Si tuas i  No.  1558/1979  luas  Tanah  328 M2 

atas  nama  NY  SAADAH (  Ibu   Penggugat  )  

te r l e t a k  di  ja l an  /Pers i l  Blok  Rancahaur  Desa 

Margasar i  Kecamatan  

BuahBatu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

(Fo to  Copy sesua i  as l i nya  )   

Bukt i  P – 

3

: Akta  jua l  be l i  No.  1369/PPAT/1978  tangga l  6 

Desember  1978  anta ra  Nyi  IDJOH AL.  H ROHIMAH (  

pen jua l  dengan  NY  SAADAH (  pembel i  /  Ibu  

Penggugat  )  atas  tanah  Hak Mi l i k  Adat  No.1229  

Pers i l  No.  36  a  S  I I I  Blok  Margasar i  /  

Rancahaur  ; - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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(  Foto  Copy sesua i  as l i nya  )  

Bukt i  P – 

4

: Sura t  Kete rangan  No.  719  Sub  Di t  Agr /1978  

tangga l  14 Desember  1978  yang  dike lua rkan  oleh  

Kanto r  Sub  Di rek to ra t  Agrar i a  Kabupaten  

Bandung  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

(  Foto  Copy dar i  Foto  Copy )

Bukt i  P – 

5

: Daf ta r  para  pemi l i k  tanah  Blok  

Margasar i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy dar i  Foto  Copy )

Bukt i  P – 

6

: Denah  Lokas i  tanah  Blok  Margasar i  te rmasuk  

mi l i k  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy dar i  Foto  Copy )  

Bukt i  P – 

7

: Sura t  No.  157/Per /GS7  P /V I /  Bdg – 2010  

te r t angga l  28 Jun i  2010 Per iha l  Permohonan  

Pembata lan  Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  No.  

6353/Margasar i  Ter tangga l  10 Mei  2002 GS No.  

1482/1980  Tangga l  11 Maret  1980 Luas  150 M2 

Atas  Nama NY INTAN 

ZAHRAH;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy sesua i  as l i nya  )  

Bukt i  P – 

8

: Tanda  te r ima  sura t  Penggugat  dar i  Kanto r  

Per tanahan  Kota  Bandung  (  Tergugat  )  Tangga l  

29  Jun i  2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (  Foto  

Copy sesua i  as l i nya  )

Bukt i  P – 

9

: Undang  –  Undang  No.  5  Tahun  1960  Tentang  

Pera tu ran  Dasar  Pokok  – Pokok  Agrar i a  Pasa l  19  

ayat  (  1 )  dan (  2 ) ; - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy sesua i  as l i nya  )

Bukt i  P –

10

: Pera tu ran  Pemer in tah  No.  24 Tahun  1997  Tentang  

Pendaf ta ran  Tanah  Pasa l  31  ayat  (  1 )  30  Ayat  

Halaman 51 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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(  1  )  dan  29  ayat  

(  1  )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy sesua i  as l i nya  )

Bukt i  P – 

11

: Keputusan  Kepala  Badan Per tanahan  Nasiona l  No.  

12  Tahun  1992  Pasa l  1  dan  Pasa l  4  Tentang  

Susunan  dan  Tugas  Pani t i a  Pemer iksaan  

Tanah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy sesua i  as l i nya  )

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  bantahannya  

Tergugat  te lah  mengajukan  Ala t  Bukt i  Sura t  yang  bermate ra i  

cukup  dan  te lah  disesua i kan  dengan  as l i nya ,  kecua l i  yang  

t i dak  ada as l i n ya  di  pers i dangan ,  dengan  dibe r i  tanda  Bukt i  

T1- 1  sampai  dengan  Bukt i  T- 11  ,  yang  r i nc i annya  sebaga i  

ber i ku t  ; - - -

1. Bukt i  T-  1 : Foto  Copy  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  No.  

72/Desa  Margasar i  (  Kab  Bandung  )  yang  

sudah  dimat i kan  te rda f t a r  pada  Tergugat  

yang  te lah  dibe r i  matera i  yang  cukup  

atas  as l i  dar i  Buku  Tanah  Hak Mi l i k  No.  

72/Desa  Margasar i  (  Kab 

Bandung )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Fo to  Copy sesua i  as l i nya  )

2. Bukt i  T-  2 : Foto  Copy  Warkah  Permohonan  Penerb i t an  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  72/Desa  

Margasar i  (  Kab  Bandung  )  atas  nama 

MAHRI  Bin  Kar ta  yang  te lah  di  ber i  

matera i  yang  cukup  atas  as l i  dar i  warkah  

permohonan  Penerb i t an  Ser t i p i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  72  /  Desa  Margasar i  (  Kab 

Bandung  )  berupa  Akta  Jua l  Bel i  Tangga l  

27  Apr i l  1979  No.343/PPAT  /1979  yang  

dibua t  o leh  PUPU  SURADIREDJA  se laku  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Camat /  PPAT  Kec.BuahBatu  Kab.Bandung  

anta ra  H.  ROHIMAH  al  IDJOH  se laku  

Penjua l  dengan  MAHRI  Bin  Kar ta  se laku  

pembel i  d ida f t a r  tangga l  26  Apr i l  

1980  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Fo to  Copy sesua i  as l i nya  )

3. Bukt i   T 3 : Foto  Copy  Warkah  Permohonan  Bal i k  Nama 

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  72/Desa  

Margasar i  (  Kab Bandung )  dar i  MAHRI Bin  

Kar ta  mela lu i  kuasa  sesua i  per jan j i a n  

peng ika tan  Jua l  Bel i  kepada  IKA  

MINTARSIH berupa  Akta  Jua l  Bel i  Tangga l  

26  Apr i l  2002  No.  95/2002  yang  dibua t  

o leh  LEONTINE ANGGASURYA se laku  PPAT di  

Kota  Bandung  beser ta  lampi rannya  yang  

te lah  dibe r i  metera i  yang  cukup  atas  

as l i  warkah  Permohonan  Bal i k  nama 

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  72/Desa  

Margasar i  (  Kab  Bandung  )  menjad i  atas  

nama IKA MINTARSIH berupa  Akta  Jua l  Bel i  

Tangga l  26  Apr i l  2002  No.  95/2002  yang  

dibua t  o leh  LEONTINE ANGGASURYA se laku  

PPAT d i  Kota  Bandung beser ta  lampi rannya  

; - (Foto  Copy sesua i  as l i n ya  )

4. Bukt i  T-  4 : Foto  Copy  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  No.  

6353/Ke l .Margasar i  (  Penggant i  dar i  Hak 

Mi l i k  No.  72/Desa  Margasar i  Kab Bandung  

karena  Pemekaran  dan Gant i  Blanko  )  yang  

te lah  dibe r i  matera i  yang  cukup  atas  

as l i  dar i  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  No.  

6353/Ke l .Margasar i  te r ca ta t  atas  nama 

IKA 

MINTARSIH ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 53 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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(Fo to  Copy sesua i  as l i nya  )

5. Bukt i  T-  5 : Foto  Copy  Warkah  Permohonan  Bal i knama 

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  6353/Ke l .  

Margasar i  dar i  IKA MINTARSIH kepada  Dra.  

NY  ANUNSIATA  sesua i  Akta  Jua l  Bel i  

Tangga l  21 Mei  2002 No.  121/2002  yang  di  

buat  o leh  LEONTINE  ANGGASURYA se laku  

PPAT d i  Kota  Bandung beser ta  lampi rannya  

yang  te lah  dibe r i  metera i  yang  cukup  

atas  as l i  dar i  Warkah  Permohonan  Bal i k  

Nama  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

6353/Ke l .Margasar i  menjad i  atas  nama 

Dra.  NY ANUNSIATA berupa  Akta  Jua l  Bel i  

Tangga l  21 Mei  2002 No.  121/2002  yang  di  

buat  o leh  LEONTINE  ANGGASURYA se laku  

PPAT beser ta  lampi rannya  ; - - -

(  Foto  Copy sesua i  as l i n ya  )   

T Bukt i  T-  6 : Foto  Copy  Warkah  Permohonan  Bal i k  Nama 

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

6353/Ke l .Margasar i  dar i  Dra.NY.ANUNSIATA 

kepada  NY .  INTAN  ZAHRAH sesua i  Akta  

Jua l  Bel i  Tangga l  8  Nopember  2004  No.  

451/2004  yang  dibua t  o leh  Drs .  JUHER 

ZAIDIR  se laku  PPAT  di  Kota  Bandung  

beser ta  lampi rannya  yang  te lah  d ibe r i  

metera i   yang  cukup  atas  as l i  dar i  

Warkah  Permohonan  Bal i k  Nama Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  6353   /  Kel .  Margasar i  

menjad i  atas  nama  NY .  INTAN  ZAHRAH 

berupa  Akta  Jua l  Bel i  Tangga l  8 Nopember  

2004  No.  451/2004  yang  dibua t  o leh  

Drs .JUHER  ZAIDIR  se laku  PPAT  di  Kota  

Bandung  beser ta  

lampi rannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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(  Foto  Copy sesua i  as l i n ya  )   

7. Bukt i  T-  7 : Foto  Copy  Warkah  Permohonan  Penerb i t an  

Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  No.  134/Desa  

Margasar i  (  Kab.  Bandung  )  yang  te l ah  

dibe r i  metera i  cukup  atas  as l i  dar i  

warkah  Permohonan  Penerb i t an  Ser t i p i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  134/Desa  Margasar i  (  Kab 

Bandung  )  berupa  akta  jua l  be l i  Tangga l  

6 Desember  1978  No.  1369/PPAT 1978  yang  

dibua t  o leh  PUPU  SURADIREDJA  se laku  

Camat /PPAT  Kec.  BuahBatu  Kab  Bandung  

anta ra  H.  ROHIMAH  al .  IDJOH  se laku  

Penjua l  dengan  NY SAADAH se laku  Pembel i  

d ida f t a r  Tangga l  4 Ju l i  1980 

(  Foto  copy  sesua i  as l i nya  )

8. Bukt i  T-  8 : Foto  Copy  Undangan  dar i  Tergugat  kepada  

Sdr .  BUDIMAN  dan  Sdr .D juand i  se laku  

kuasa  dar i  ahl i  war i s  NY  .  SAADAH 

Tangga l  13 Desember  2006 ; - - - - -

(  Foto  Copy sesua i  as l i n ya  )

9. Bukt i  T-  9 : Foto  Copy  Undangan  dar i  Tergugat  kepada  

Sdr .  BUDIMAN dan  Sdr .  DJUANDI  se laku  

dar i  ah l i  war i s  NY .  SAADAH Tangga l  8 

Maret  2007 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy sesua i  as l i n ya  )

10

.

Bukt i  T - 10 : Foto  Copy  Peta  Bidang  Tanah  Tangga l  14-

3- 2006 No.  236/2006  yang  dimohonkan  oleh  

NY.  INTAN  ZAHRAH  untuk  keper l uan  

pengembal i an  batas  SHM  No.  

6353/Ke l .Margasar i   as l i  ada di  Tergugat  

I I  In te r vens i

(  Foto  copy  sesua i  

as l i nya  )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Halaman 55 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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11

.

Bukt i  T - 11 : Foto  Copy  Buku  Tanah  Hak  Mi l i k  No.  

7204/Ke l  Margasar i  (  Penggant i  Hak Mi l i k  

No.  70  /Desa  Margasar i  Kab .  Bandung  )  

yang  te lah  dibe r i  metera i  yang  cukup  

atas  as l i  dar i  Buku  Tanah  Hak Mi l i k  No.  

7204/Ke l  Margasar i  (  Penggant i  Hak Mi l i k  

No.  70  /  Desa  Margasar i  Kab  Bandung  )  

Terakh i r  te rca ta t  atas  nama H.M.SYA”BAN 

SIDIK  BSc.F  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (Fo to  

Copy  dar i  Foto  

Copy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  bantahannya  

Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  mengajukan  Ala t  Bukt i  Sura t  

yang  bermate ra i  cukup  dan te l ah  d isesua i kan  dengan  as l i nya ,  

kecua l i  yang  t i dak  ada  as l i nya  d i  pers i dangan ,  dengan  

dibe r i  tanda  Bukt i  T I I  In t . - 1 sampai  dengan  Bukt i  T I I  

In t . -  8  yang  r i nc i annya  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  

T. I I . I n t e r v ens i  

- 1

: Akta  jua l  be l i  Tangga l  8- 11- 2004  No.  

451/2004  yang  d i  buat  o leh  Drs .  

JUHER  ZAIDIR  SH,PPAT  Kota  

Bandung  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - (Fo to  copy  sesua i  

dengan as l i nya )  

2. Bukt i  

T. I I . I n t e r v ens i  

-  2 

: SHM No.  6353  /  Kelu rahan  Margasar i  (  

semula  SHM No.  72/Desa  Margasar i  GS 

No.  1482/1980  (Fo to  copy  sesua i  

dengan as l i nya )  ;  

3. Bukt i  

T. I I . I n t e r v ens i  

-  3

: Gambar  s i t uas i  No.  1482/1980  

Ter tangga l  11- 3- 1980  yang  d i  buat  

kembal i  o leh  seks i  Pengukuran  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Pendaf ta ran  Tanah  Kantor  Per tanahan  

Kota  Bandung  untuk  pengembal i an  

batas  –  batas  

tanah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - (Fo to  copy  sesua i  dengan  

as l i nya  )  

4. Bukt i  

T. I I . I n t e r v ens i  

-  4

: SHM No.  7204  Kelu rahan  Margasar i  GS 

No.  1480/1980  Ter tangga l  11- 3-

1980; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy sesua i  dengan as l i nya  )

5. Bukt i  

T. I I . I n t e r v ens i  

-  5

: Sura t  i z i n  dar i  Wal iko ta  Bandung  No.  

503.648 .1 /1508 /BPMPPT/2009  Tentang  

iz i n  Perun tukan  Penggunaan  

Tanah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy sesua i  dengan as l i nya  )

6. Bukt i  T  I I  

In te r vens i  -  6

: Tanda bukt i  pembayaran  PBB:

1. PBB  Tahun  2003  atas  nama  IKA  

MINTARSIH; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. PBB Tahun  2006  atas  nama  INTAN 

ZAHRAH;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. PBB Tahun  2008  atas  nama  INTAN 

ZAHRAH;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. PBB Tahun  2009  atas  nama  INTAN 

ZAHRAH ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. PBB Tahun  2010  atas  nama  INTAN 

ZAHRAH ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy sesua i  dengan as l i nya  )

Halaman 57 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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7. Bukt i  T  I I  

In te r vens i  -  7

Peta  Lokas i  Yang Dibuat  Oleh  Penjua l  

Tanah ; - - - -

(  Foto  Copy  dar i  Foto  

Copy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  T  I I  

In te r vens i  -  8

: Denah  Lingkungan  RW.  11  Komplek  

Megabra ta  yang  dibua t  o leh  Pengurus  

RW.11  Komplek  

Megabra ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  Foto  Copy dar i  Foto  
Copy )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se la i n  ala t - a la t  bukt i  yang  dia jukan  di  

pers i dangan ,  Maje l i s  Hakim  te l ah  melakukan  cek  lokas i  

(Pemer i ksaan  Setempat )  pada  tangga l  28 Maret  2011  jam 11.00  

WIB  yang  dihad i r i  o leh  Penggugat ,  Kuasa  Tergugat  maupun  

Kuasa  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  masing- masing  pada  

in t i n ya  menunjuk  ke  lokas i  ob jek  sengketa   yang  sama dan  

masing  –  masing  pihak  berbeda  argumentas inya  menunjukan  

mengenai  batas   –  batas  tanah  te rsebu t  ,   d imana  is i  

se lengkapnya  sebaga imana  te rcan tum  dalam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  yang  merupakan  bag ian  yang  t i dak  te rp i sahkan  

dalam Putusan  in i  ;  

Bahwa  di  da lam  Pers idangan  Maje l i s  Hakim  te l ah  

member ikan  kesempatan  kepada  para  p ihak  untuk  mengajukan  

saks i  –  saks inya  d i  da lam  Pers idangan  namun  kesempatan  

te rsebu t  t i dak  dipe rgunakan  oleh  para  pihak  Penggugat  ,  

Tergugat  maupun  Tergugat  I I  

In t r evens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  Penggugat ,  Tergugat ,  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  te l ah  mengajukan  Kes impulannya  te r t angga l  27 

Apr i l  2011, yang  is i  lengkapnya  te r t uang   da lam   Ber i t a  

Acara  Sidang  yang  merupakan  bag ian  t i dak  te rp i sahkan  dar i  

Putusan  perkara  in i  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Bahwa se lan ju t nya  Penggugat ,  Tergugat ,  dan  Terguga t  

I I  In te r vens i  menyatakan  t i dak  akan  mengajukan  sesua tu  

lag i ,  yang   pada  akh i rnya  mohon  Putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  da lam pers idangan  

sebaga imana  te rcan tum   d ida lam   Ber i t a  Acara  Sidang  untuk  

mempers ingka t  ura ian  Putusan  in i  tu ru t  d ipe r t imbangkan  

dalam  putusan  in i  dan  merupakan  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dengan   Putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa,  Maksud  dan  Tujuan  Gugatan  Penggugat  

sebaga imana  te ru ra i  d imuka  yang  pada  in t i n ya  Pihak  

Penggugat  memohon  Kepada  Pengad i l an  agar  Obyek  Sengketa  

Yakni  Sura t  Keputusan  Tergugat  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  

6353/Ke lu rahan  Margasar i  yang  di te rb i t k an  Tangga l  14  Maret  

2005  ,  Gambar  Si tuas i  Nomor  :1482 /1980  Tangga l  11  Maret  

1980.Luas  Tanah  150  M2 atas  nama  NY INTAN  ZAHRAH yang  

te r l e t a k  di  Blok  Ranca  Haur  Kecamatan  Margasar i ,Kecamatan  

Margac in ta  Kotamadya  Bandung  Prop ins i  Jawa Bara t  d inya takan  

Bata l  atau  t i dak  

sah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Tergugat  te l ah  mengajukan  Ekseps i  mela lu i  Sura t  Jawabannya  

Ter tangga l  27  Januar i  2011  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  pun  

te l ah  te l ah  mengajukan  Ekseps i  mela lu i  Sura t  Jawabannya  

Ter tangga l  10  Februar i  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang  bahwa,  te rhadap  Ekseps i  –  Ekseps i  Tergugat  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  d ia tas ,  Penggugat  te l ah  

member ikan  Jawabannya  yang  te rmuat  da lam  Repl i knya  

Ter tangga l  3 Maret  2011  yang  Pada Pokoknya  menolak  Ekseps i  

–  Ekseps i  te rsebu t  dan  menyatakan  te tap  pada  Gugatannya  

Semula  ; - - -

Menimbang  bahwa,  atas  Ekseps-  - Ekseps i  yang  dia j ukan  

Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  ,  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkannya  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI   :    

Menimbang  bahwa,  Ekseps i  Tergugat  yang  dia jukan  

bersama  –  sama Sura t  Jawabannya  Tersebu t  ,  Pada  Pokoknya  

ada lah  sebaga i  ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - -

1.  GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA

  Bahwa Pada  Tangga l  20  Desember  2006,  Tangga l  13  Maret  

2007  dan  Tangga l  27  Maret  2007  ,Terguga t  te lah  memanggi l  

Para  Pihak  yang  bersengke ta  yakn i  Saudara  BUDIMAN,Saudara  

DJUANDI  dan  Saudara  H.  AZHARI  dan  Saudara  MUHAYAH AJURI  

Sesua i  Sura t  Tergugat  Tangga l  13  Desember  2006  Nomor:  

630.1 - 660- 2006  Tangga l  8  Maret  2007  Nomor:  176/2007  dan  

Tangga l  21  Maret  2007  Nomor:  600.423  sebaga i  Tindak  

Lan ju t  Sura t  dar i  Penggugat  Tangga l  22 Agustus  2006  ya i t u  

In fo rmas i  dan k la r i f i k a s i  Ser t i f i k a t  Tanah  Hak Mi l i k  Atas  

Nama NY SAADAH No.  134  Margasar i  Kecamatan  Margac in ta  

Kota  Bandung  seh ingga  apa  yang  dida l i l k a n  o leh  Penggugat  

pada  Halaman 3 dan  4 t i dak  benar  dan  t i dak  sesua i  dengan  

fak ta  yang  ada,  dengan  demik ian  Gugatan   Penggugat   sudah  

t i dak  memenuhi  Keten tuan  Pasa l  55 Undang – Undang Nomer  5  

Tahun  1986  Jo  Undang  –  Undang  Nomer  9  Tahun  2004  Jo  

Undang  –  Undang  Nomer  51  Tahun  2009  seh ingga  se layaknya  

Gugatan  Penggugat   d i t o l a k  atau  set i dak  – t i daknya  t i dak  

dapat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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di te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUTE

Bahwa Pers i l  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.134/Margasar i  Atas  

Nama  NY.  SAADAH dengan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.6353  

Kelu rahan  Margasar i  Atas  Nama  NY  INTAN  ZAHRAH sudah  

sesua i  dengan  Prosedur  yang  ber l aku  ya i t u  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  134/Margasar i  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  

Tangga l  6  Desember  1978  No.1369 /PPAT/1978  Sedangkan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.6353  Kecamatan  Margasar i  asa l  

r iwaya t  berdasarkan  Akta  Jua l  Bel i  Tangga l  27  Apr i l  1979  

No.343/PPAT/1979  dan  berkewaj i ban  untuk  merawat  dan  

memel iha ra  Tanah  te rsebu t  adalah  Pemegang  Hak  Masing  – 

Masing  ,  maka in i  sudah  menyangkut  Kepemi l i k an  Atas  Tanah  

Obyek  Sengketa  a quo ,  ada lah  bukan  kewenangan  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Tetap i  Kewenangan  Perad i l an  Umum,  maka 

sudah  se layaknya  Gugatan  Penggugat  te rsebu t  d i to l a k  atau  

set i dak  t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  ; - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  

dia jukan  bersama – sama denga  Sura t   Jawabannya  te rsebu t  

pada  Pokoknya  ada lah  Sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUWARSA 

Bahwa  Tergugat  te l ah  memanggi l  Para  Pihak  yang  

bersangku tan  ya i t u  Saudara  BUDIMAN,  Saudara  Djuand i  dan  

Saudara  Drs .  H.AZHARI  dan  Saudara  MUHAYAH AJURI   Sesua i  

Sura t  Terguga t  Ter tangga l  13  Desember  2006  No.630.1 - 660-

2006  Tangga l  8  Maret  2007  No.176/2007  dan  Tangga l  21  

Maret  2007No.600- 423  Sebagai  Tindak  Lan ju t  adanya  Sura t  

Halaman 61 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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Pihak  Penggugat  Tangga l  22  Agustus  2006  Per iha l  Laporan  

dan  Konf i rmas i  Ser t i f i k a t  Tanah  Hak  Mi l i k  Atas  Nama NY.  

SAADAH No.134/Margasar i  Kecamatan  Margac in ta  Kota  Bandung  

maka  dengan  demik ian  Gugatan  Penggugat  sudah  memenuhi  

Keten tuan  Pasal  55  Undang  –  Undang  No.  5  Tahun  1986  Jo  

Undang – Undang No.9  Tahun 2004 Jo  Undang – Undang No.  51  

Tahun  2009  karena  Penggugat  te l ah  mengetahu i  Obyek  

Sengketa  i t u  se jak  Tangga l  13  Desember  2006  seh ingga  

sudah  se layaknya  Gugatan  Penggugat  te rsebu t  d i to l a k  atau  

set i dak - t i daknya  t i dak  dapat  

d i te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

11. MENGENAI KOMPENTENSI ABSOLUTE

Bahwa Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  ber tugas  dan berwenang  

memer iksa  ,  memutus  dan menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  

Negara  d ia tu r  Pasa l  47 Undang – Undang No.5  Tahun 1986 Jo  

Undang – Undang No.  9 Tahun 2004 Jo  Undang – Undang No.51  

Tahun  2009  Yai tu  hanya  memer iksa  ,  mengenai  Prosedur  

Penerb i t an  dar i  Ser t i f i k a t  sesua i  Pera tu ran  Perundang  – 

Undangan  yang  ber laku  atau  t i dak ,  o leh  karena  i t u  

kewenangan  untuk  Kepemi l i k an  atas  Tanah  Obyek  a  quo  

ada lah  bukan  kewenangan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

te tap i  Kewenagan  Perad i l an  Umum ,  karena  sengke ta  yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  ada lah  Kepemi l i k an  Penggugat  ,  

maka  sudah  se layaknya  gugatan  te rsebu t  d i t o l a k  atau  

set i dak  t i daknya  t i dak  dapat  d i te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  Ekseps i  –  Ekseps i  yang  dia j ukan  

Tergugat  dan Tergugat  I I  In te r vens i  te rmasuk  Ekseps i  la i n  –

la i n  sebaga i  mana dia tu r  da lam Pasa l  77 Ayat  (  3 )  Undang –  

Undang No.  5 Tahun  1986  Jo  Undang  – Undang No.9  Tahun  2004  

Jo  Undang  –  Undang  No.  51  Tahun  2009  seh ingga  te rhadap  

Ekseps i  –  Ekseps i  te rsebu t  d ipu tus  bersama  –  sama dengan  

Pokok  Sengketa  ; - -

Menimbang  bahwa,  te rhadap  Ekseps i - Ekseps i  te rsebu t  

d ia tas  ,  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  akan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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memper t imbangkan  Ekseps i  . . . . . . (  Per tama  )  dar i  Tergugat  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  secara  bersama  –  sama mengenai  

gugatan  Penggugat  t i dak  lewat  waktu  (  Kadaluwarsa  )  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  sa lah  satu  Karak te r i s t i k  Hukum Acara  

di  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ada lah  di  kena inya  batasan  

Tenggang  waktu  Pengajuan  gugatan  sebaga imana  d i  maksud  

dalam Pasa l  55 Undang  – Undang  No.5  Tahun  1986  Jo  Undang  –  

Undang No.9  Tahun 2004 Jo  Undang – Undang No.  51 Tahun 2009  

,  secara  Limi t a t i f  menyebutkan  “  Gugatan  dapat  d ia j ukan  

hanya  da lam  tenggang  waktu  secara  . . . . . . p o kok  Sembi lan  

Puluh  har i  (  90  )  har i  Terh i t ung  se jak  saat  d i te r imanya  

atau  d iumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang  bahwa,  dengan  dasar  Yur id i s  demik ian  ar t i n ya  

hanya  gugatan  yang  memenuhi  Tenggang  waktu  sembi l an  Puluh  

har i  (  90  )  Har i  se jak  saat  d i te r imanya  atau  diumumkannya  

Keputusan  Badan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat  d iu j i  

keabsahannya  d i  Pers idangan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  ,  

d i l ua r  dar i  Keten tuan  te rsebu t  ar t i n ya  gugatan  bers i f a t  

Prematur  (  be lum  waktunya  )  atau  kada luwarsa  karena  te l ah  

melewat i  Tenggang  waktu  ,  maka Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

harus  menyatakan  t i dak  berwenang  untuk  memer iksa  ,  meutus  

dan  menyelesa i kan  sengke ta  a 

quo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  Penghi tungan  Tenggang  waktu  

sebag imana  di  maksud  Pasa l  55  Undang  –  Undang  No.  5  Tahun  

1986 Jo  Undang – Undang No.  9 Tahun 2004 Jo  Undang – Undang  

No.  51  Tahun  2009  Tentang  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

secara  Teor i  menganut  Asas  Act io   Tempora l i s  ya i t u  asas  

mengenal  Pembatasan  Tenggang  waktu  dalam  Pengajuan  

Gugatan  ,  seberapa  lama  Tenggang  Waktu  yang  dibe r i kan  

te rgan tung  dar i  Pembentuk  Undang  –  Undang  dengan  

memperhat i kan  Pol i t i k  Hukum yang  ing in  d icapa i  ha l  mana 

Halaman 63 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda  dengan  Perad i l an  Umum yang  menganut  asas  Act i o  

Peper tua  ya i t u  asas  yang  t i dak  mengena l  Tenggang  waktu  

dalam mengajukan  gugatan ; - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  berka i t an  dengan  da l i l  Penggugat  yang  

berka i t an  dengan  Tenggang  waktu  atas  kada luwarsa  

di  . . . . . . . .  a las  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

maka  . . . . . .  beban  pembukt i an  sebaga imana  di  maksud  Pasa l  

107 Undang – Undang No.  5 Tahun 1986 Jo  Undang – Undang No.  

9  Tahun  2004  Jo  Undang  –  Undang  No.  51  Tahun  2009  dengan  

Pembukt i an  te rsebu t  d i  bebankan  pada  kedua  belah  pihak  di  

pers i dangan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang  bahwa,dengan  Tangga l  d ike tahu i  obyek  

sengketa  sebaga imana  di  sebut  o leh  Penggugat  da lam  Posi ta  

gugatan  Halaman  3  dan  4  Sura t  gugatan ,  Pengadi l an  dalam 

menentukan  Tangga l  yang  akan  dipe rmasa lahkan  sebaga i  dasar  

perh i t ungan  dimula inya  mengetahu i  Obyek  sengketa  di l i h a t  

secara  Kasuis t i s  ya i t u  Kepent i ngan  Penggugat  di rug i kan  atas  

ke luarnya  Obyek  sengketa  mengunakan  Pr ins i p  Contex tua l i sm  

ya i t u  asas  Hukum  Osci tu r   a  Soc is   d ika i t k an  dengan  

Permohonan  Pembata lan  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  6353/  

Margasar i  Ter tangga l  10  Mei  2002  Gambar  Si tuas i  No.  

1482/1980  Tangga l  4  Maret  1980  Luas  150  M2Atas  Nama NY 

INTAN  ZAHRAH yang  te r l e t a k  di  Blok  Rancahaur  Kelu rahan  

Margasar i  Kecamatan  Margac in ta  Kotamadya  Bandung  Prop ins i  

Jawa 

Bara t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  berdasarkan  asas  Untersuchmgs  –

Maxim  ,  d imana  Hakim  diber i  Kewaj iban  dan  wewenang  oleh  

Undang  –  Undang  mengumpulkan  bahan  –  bahan  ala t  bukt i  

secara  Teor i t i s  da lam  Hukum Acara  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  d ikena l  adanya  “A ja ran  Pembukt i an  bebas  “  d imana  

Hakim  yang  memer iksa  dan  memutus  sengke ta  dibe r i kan  

kebebasan  untuk  menentukan  send i r i  fak ta  –  fak ta  yang  

Relevan  berka i t an  dengan  beban  Pembukt i an , l u as  pembukt i an ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
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pemi l i han  has i l  pembukt i an ,  maupun  dalam  penentuan  ala t  – 

ala t  pembukt i an  yang  d igunakan  untuk  membukt i kan  suatu  

fak ta  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  sete lah  Pengadi l an  dengan  cermat  

mencermat i  bukt i   buk t i  d i  pers idangan  dan  dike temukan  

fak ta  hukum te rhadap  bukt i  P- 7  ya i t u  Permohonan  Pembata lan  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  6353/Margasar i  Ter tangga l  10  Mei  

2002  Gambar  Si tuas i  No.  1482/1980  Tangga l  11  Maret  1980  

Luas  150  M2 atas  nama  NY INTAN  ZAHRAH (  Tergugat  I I  

In te r vens i  )  te r l e t a k  di  Blok  Rancahaur  ,  Kelurahan  

Margasar i ,  Kecamatan  Margac in ta  Kotamadya  Bandung  Prop ins i  

Jawa  Bara t  yang  dibua t  o leh  Kuasa  Hukum  Penggugat  

te r t angga l  28  Jun i   2010   Kepada  Tergugat  (  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kabupaten  

Bandung) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang  bahwa,  te rhadap  Bukt i  P- 7  te rsebu t  te l ah  

di t i n dak  lan ju t i  o leh  Tergugat  dengan  sura t  

Nomor:157 /Per /GS&P/VI /  Bandung  - 2010  Ter tangga l  sura t  28  

Jun i   2010  dan  di t e r ima  sura t  Penggugat  te rsebu t  dar i  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Bandung  Ter tangga l  29 Jun i  2010 Vide  

Bukt i  P- 8 ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,meru juk  pada  bukt i  P- 7  yang  

di t i n dak l an j u t i  dengan  bukt i  P- 8  memang  benar  Ser t i f i k a t  

Hak  Mi l i k  No.  6353/Margasar i  yang  di te rb i t k an  Tergugat  

tangga l   14 Maret  2005  Gambar  Si tuas i  No.  1482/1980  Tangga l  

11  Maret  1980  Luas  150  M2 atas  nama  NY INTAN  ZAHRAH 

te r l e t a k  di  Rancahaur  Kecamatan  Margasar i  Kecamatan  

Margac in ta  Kotamadya  Bandung  ,  Penggugat  te lah  mengetahu i  

pada  saat  Tangga l  28 Jun i  2010   bukan  d i  h i t ung  tangga l  29  

Oktober  2010,  d imana  Tergugat  t i dak  pernah  menjawab  maupun 

menanggap i  Sura t  dar i  Penggugat  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Halaman 65 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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Menimbang  bahwa,  apabi l a  dihubungkan  tangga l  se jak  

Penggugat  mengetahu i  dan  merasa  kepent i ngannya  di  rug i kan  

ya i t u  se jak  adanya  Permohonan  Pembata lan  Ser t i f i k a t  Hak 

Mi l i k  No.  6353/Margasar i  Ter tangga l  10  Mei  2002  Gambar  

Si tuas i  No.  1482/1980  Tangga l  11  Maret  1980  Luas  150  M2 

atas  Nama NY INTAN ZAHRAH ,  pada Tangga l  28 Jun i   2010 Vide  

bukt i  P- 7 dengan  tangga l  Sura t  d ia j ukan  ke  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Bandung  Tangga l  22  Desember  2010  secara  

Yur id i s  Normat i f  te l ah  melewat i  tenggang  waktu  Sembi lan  

Puluh  har i  (  90  )  har i  sehak  Penggugat  mener ima  ,  

mengetahu i ,  dan  merasa  Kepent i ngannya  d i  rug i kan  dengan  

adanya  Obyek  Sengketa  a  quo  ,  maka  Gugatan  yang  dia jukan  

oleh  Penggugat  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  

te l ah  melewat i  Tenggang  waktu  Sembi lan  Puluh  har i  (  90  )  

Har i  

Menimbang  bahwa,o leh  Kete tapan  Pasa l  55  te rsebu t   d i  

atas  bers i f a t  L imi t a t i f  yang  harus  di  penuh i  sebaga i  

Persyara tan  penga juan  gugatan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  maka  te rhadap  Ekseps i  Tergugat  dan  Terguga t  I I  

In te r vens i  demik ian  cukup  bera lasan  dan  berdasar  hukum dan  

karenanya  Ekseps i  demik ian  harus  di te r ima  dan  

dikabu l kan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  dengan  te lah  di te r imanya  Ekseps i  

Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  berka i t an  dengan  

Ekseps inya  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  

berka i t an  dengan  Ekseps inya  ,  hanya  Pengad i l an  berpendapat  

t i dak l ah  per lu  di  per t imbangkan  

lag i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang  bahwa,  dengan  te l ah  di te r imanya  dan  

dikabu l kan  Ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

sebaga imana  te lah  dipe r t imbangkan  dia tas  maka  te rhadap  

pokok  sengketa  t i dak l ah  per lu  d ipe r t imbangkan  lag i  dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
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gugatan  harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang  bahwa,  dengan  memperhat i kan  sega la  sesuatu  

yang  te r j ad i  da lam Pemer iksaan  Pers idangan  tanpa  te rgan tung  

pada  fak ta  dan  hal  –  ha l  yang  dia jukan  oleh  Para  Pihak ,  

sesua i  Keten tuan  Pasa l  107 Undang – Undang No.  5 Tahun 1986  

Jo  Undang – Undang  No.  9 Tahun 2004 Jo  Undang – Undang No.  

51  Tahun  2009,  Pengad i l an  te lah  mengambi l  beban  Pembukt i an  

beser ta  Peni l a i an  Pembukt i an ,  atas  dasar  i t u  te rhadap  ala t  

–a la t  bukt i  yang  dia j ukan  oleh  para  pihak  menjad i  bahan  

per t imbangan  ,  namun  untuk  mengadi l i  dan  memutus  

sengketanya  hanya  dipaka i  a la t  –  ala t  bukt i  yang  re levan  

dan  te rhadap  ala t  bukt i  se leb ihnya  te tap  d i l amp i r kan  dan  

menjad i  satu  kesa tuan  dengan  berkas  

perkaranya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa,  oleh  karena  gugatan  te l ah  d inya takan  

t i dak  dapat  d i te r ima  maka meru juk  pada  keten tuan  Pasal  110  

Undang  –  Undang  No.5  Tahun  1986  Jo  Undang  –  Undang  No.  9  

Tahun  2004  Jo  Undang  –  Undang  No.  51  Tahun  2009  Tentang  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rhadap  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  sengketa  a  quo  harus lah  dibebankan  kepada  

Penggugat  yang  besarnya  akan  di  sebutkan  dalam amar  Putusan  

di  bawah in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t :  Keten tuan  Pasal  55  Undang  –  Undang  No.  51  

Tahun  2009  Tentang  Perubahan  kedua  atas  Undang – Undang No.  

5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ser ta  

Pera tu ran  la i n  yang  berka i t an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I  

DALAM EKSEPSI:

 - . Mener ima  ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  ;  

Tentang  Tenggang               waktu  gugatan  

Halaman 67 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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daluwarsa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK SENGKETA:

 - . Menyatakan  gugatan  penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  

(N ie t  Onvanke l i i j k e  

Verk laa rd  )   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- . Menghukum penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  da lam  sengketa   in i  sebesar  Rp.720 .000  (  Tujuh  

ra tus  dua pu luh  r i bu  rup iah  )  ; - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tus  da lam Rapar  permusyawara tan  Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Bandung  pada  har i  

Selasa  Tangga l  10 Mei  2011  oleh  SETYOBUDI,SH Selaku  Ketua  

Maje l i s  Hakim,  HUJJA TULHAQ,SH,MH dan  IRNA ,SH,MH Selaku  

Hakim  Anggota  1  dan  I I  .Putusan  mana  d iucapkan  dalam 

Pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  Rabu 

Tangga l  11  Mei  2011  oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t  dengan  

diban tu  oleh  RETNO WIDYATI ,SH  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Bandung  dengan  dihad i r i  o leh  

Kuasa  Hukum  Penggugat  dan  Kuasa  Hukum  Terguga t  I I  

In te r vens i  tanpa  dihad i r i  o leh  Kuasa Hukum Tergugat  .

HAKIM ANGGOTA I ,      KETUA  MAJELIS 

HAKIM,

HUJJA TULHAQ,SH,MH SETYOBUDI,SH

HAKIM ANGGOTA I I ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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IRNA,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

RETNO WIDYATI ,SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR  :  102/G/2010 /PTUN- BDG

1 .  Pendafta ran  gugatan                           Rp.  

30.000 , -

2 .  Panggi lan  –Panggi lan                         Rp.  

45.000 , -

3 .  Pemeriksaan  Setempat   Rp.  500.000 , -

4 .  Redaksi                                            Rp 

5.000 , -

5 .  Leges           Rp.      3.000 , -

6  .  Matera i  Penetapan                              

Rp .     6.000 , -

7 .  Matera i       Rp.      6.000 , -

   Jumlah                Rp.  720.000 ,

(Tujuh  ratus  dua  puluh  r ibu  )  

rupiah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Halaman 69 dar i  48  ha laman Putusan  Perkara  Nomor :  102/ G/2010/PTUN-
BDG.
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